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MOTTO 
َنْيِدّلا ُداَوِعَو ِماَلْسِاْلا ُةاَيَح ُنْلِعلا،َوَهْن َعَلَن ِعْلًوَا اَتَن ُللها َاْجَرُه  ، َوَهْن َتَعَلَن 
َفَعِوَل َعَلَوُه ُللها َهَل اْن َيْعَلْن .هاور خيشلا وبا  
 
Artinya :“Ilmu itu ruhnya Islam dan tiangnya agama. Barang siapa 
mengajarkan ilmu, maka Allah menyempurnakan 
pahalanya, dan barang siapa belajar dan mengamalkanya, 
maka Allah akan mengajarkan apa yang belum ia ketahui.” 
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ABSTRAK 
 
Pahala yang tidak akan putus setelah kematian ada 3, 
shodaqah jariyah, ilmu bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan 
kedua orang tuanya. Shodaqoh jariyah bisa diaplikasikan dalam 
banyak hal, salah satunya adalah dalam bentuk wakaf.Wakaf 
merupakan ibadah yang akan selalu mengalir pahalanya untukwakif 
(orang yang berwakaf) walaupun wakif sudah meninggal dunia, 
keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak pengembangan 
dakwah Islamiyah, baik di Negara Indonesia maupun di Negara-
negara lainnya.Di Indonesia, wakaf dapat dikatakan bukan hal yang 
baru berkembang di masyarakat. Setelah berjalan sekian lama, 
tepatnya pada tahun 1991, disahkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
sebagai wadah dari perwakafan tersebut. Walaupun sudah ada 
wadahnya, ternyata peraturan wakaf tersebut belumlah lengkap. Lebih 
lanjut, ketegasan tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan adanya Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 
Undang-undang tentang wakaf ini merupakan langkah awal untuk 
memasuki era baru perwakafan di Indonesia karena UU tersebut 
memberikan paradigma baru bagi perwakafan di Indonesia, yaitu 
adanya wakaf produktif.Selain itu ditandai juga dengan berdirinya 
Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tanggal 13 Juli 
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2007.Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengelolaan harta 
wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul 
Kecamatan Maggoyoso Kabupaten Pati.Permasalahan ini terfokus 
pada praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
dan menganalisis praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakukan 
oleh wakif dan implikasinya. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau 
sosio-legal atau nondoktrinal.Sumber data primer dalam penelitian ini 
dengan metode wawancara kepada pengurus yayasan, nadzir, serta 
wakif. Sementara data sekunder diperoleh menggunakan metode 
dokumentasi dari arsip dokumen yayasan. Setelah data terkumpul, 
selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif.. 
Hasil penelitian tersebut adalah Di dalam Undang-undang 
atau secara normatif belum ada yang mengatur boleh atau tidaknya 
wakif mengelola harta wakafnya sendiri, namun ulama fiqih sudah 
mengatur hal tersebut.Wakif diperbolehkan mengelola harta wakafnya 
sendiri jika pada saat akad wakaf dilaksanakan wakif mensyaratkan 
hal tersebut. 
. 
 
Kata Kunci: Pengelolaan harta wakaf, wakif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah sekaligus 
muamalah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum 
muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif 
(orang yang mewakafkan) walaupun yang bersangkutan meninggal 
dunia, keberadaan wakaf terbukti telah membantu banyak 
pengembangan dakwah islamiyah baik di Negara Indonesia maupun di 
Negara-negara lain.
1
 
Adapun hadits yang menjelaskan secara umum tentang wakaf 
yang juga menjelaskan tentang mengalirnya pahala bagi Wakif, yaitu 
 َث غفحٌٌ نلع ّا ةٌربج ةقدص : خلاث يه لاا َلوع عطقًا ىبسًلاا تبه اذا
 .َل ْعدٌ حلبص دلّ ّانلسه ٍاّر2 
Artinya :“Apabila manusia meninggal maka terputuslah amalnya 
kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, 
dan anak sholeh yang berdoa untuk orang tuanya.” 
Dalam Islam wakaftidak terbataspada tempat-tempat ibadah 
saja dan hal-hal yang menjadi sarana dan prasarananya saja, tetapi 
                                                          
1
  Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi,  Hukum Wakaf,  penerj. 
Ahrul Sani Fathurrahman dan rekan-rekan KMCP , Jakarta: Dompet Dhuafa 
Repulika dan IIMAn, 2000, hal ix 
2
As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimi AL-Mashri, Muhtarul Ahadist An-
Nabawy, Surabaya: Al-Haramain Jaya, 2005, hal 18 
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diperbolehkan dalam semua macam sedekah. Seperti sedekah kepada 
kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhannya 
memerdekakan hamba sahaya, joint venture yang baik, dan semua 
kegiatan yang bermaksud mendekatakan diri kepada Allah (taqarrub 
ila Allah), seperti pemberian kepada keluarga dan lain-lain, yang hal 
ini belum ada dalam tatanan sebelum Islam.
3
 
Mayoritas ulama mengatakan bahwa wakaf adalah menahan 
harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, 
dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang 
yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan 
dan rill, atau pengelolaan revenue (penghasilan) barang tersebut untuk 
tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. 
Dengan dasar ini maka harta tersebut lepas kepemilikan dari orang 
yang mewakafkan dan tertahan menjadi milik Allah.Orang yang 
mewakafkan terhalang atau tidak diperbolehkan untuk mengelola 
barang atau harta tersebut, dan hasil dari pengelolaan harta wakaf 
tersebut harus ditasarrufkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.
4
 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, 
wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan 
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan 
                                                          
3
  Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. Raja 
Grafindo, 2013, hal 386  
4
Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu 10, Penerjemah 
Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal 271 
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kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum 
menurut syariah. 
Terdapat hadits yang menerangkan  tentang wakaf  
 ,رجٍخث بضرا ةبصا روع ىا لبق روع يثا يعٍرهأحسٌ م ص ًجٌلا ىجبف 
بٍِف ,فلبق  : للها لْسربٌ  ! رجٍخث بضرا ثجصا ًًاصا نل  . طق لابه ت
 ٌَُْع يدٌع سفًا . ق ؟ َث ًًرهأج بوف بِلصا ثسجح ثئش ىا لب
: لبق زبِث ثقدصجّ روع بِث قدصحف ًَا لا ٌ عبجعبحجٌ لاّ بِلصا  لاّ
ٌ خرْروع قدصحف : لبق .تٌُْ لاّ ءارقفلا ًف ىثرقلا ًفّ  ةبقرلبٍفّ
 يثاّ للها لٍجس ًفّ حبٌج لا فٍضلاّ لٍجسلا ىلعأٌ ىا بٍِلّ يهلك بٌِه 
 فّرعولبثا نعطٌّ بقٌدصلْوحه رٍغ ٍَف )نلسه  ٍاّر(5 
Artinya :“Dari Ibn Umar r.a. berkata: “Umar telah memeperoleh 
sebidang tanah di Khaibar, kemudian mendatangi Nabi 
SAW untuk meminta saran mengenai tanah tersebut. Umar 
berkata: Ya Rosulullah!, aku telah memperolehsebidang 
tanah di Khaibar. Aku sama sekali belum pernah 
memperoleh harta yang lebih bernilai bagiku dari pada 
tanah khaibar itu. Apa yang kau perintahkan kepadaku?” 
Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkan, kau bisa 
menahan pokoknya dan menshodaqohkan (hasilnya).”Ibnu 
Umar berkata : lalu Umar mensedekahkannya; bahwa 
tanah itu tidak dijual pokonya, tidak dibeli, tidak 
diwariskan dan tidak dihibahkan. Ibnu Umar berkata : 
Umar mensedekahkan kepada orang-orang fakir, snak 
kerabat,budak-budak, pejuang dijalan Allah, ibnu sabil, 
dan para tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya, 
memakan dari asal tanah tersebut degan carayang ma’ruf 
                                                          
5
 Al-Imam Abi Al-Husaini Muslim, Shohih Muslim, Beirut; Dar Ihya’ 
At-Turats Al-Araby, tt, hal 1255 
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dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri. 
(Riwayat Muslim)
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Dari hadist di atas dijelaskan bahwa wakaf sudah dimulai sejak 
zaman Rasulullah Saw.yang dilakukan pertama kali oleh Umar. Dan 
dari haditsdi atas juga menjelaskan bagaimana teknis pelaksanaan 
wakaf, yaitu dengan menahan tanah wakaf dan mengelolanya, dan 
hasinya dipergunakan untuk kepentingan umum.Dan juga tanah wakaf 
tersebut tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, di hibahkan, dan 
diwariskan. 
Unsur wakaf atau rukun wakaf menurut Jumhur Ulama terdiri 
dari 4 hal: 
1. Wakif, adalah orang yang mewakafkan harta benda miliknya. 
2. Mauquf lah, adalah harta benda yang diwakafkan 
3. Mauquf alaih, adalah tujuan atau peruntukkan wakaf yang d 
kehendakioleh wakif, atau bisa juga di sebut sebgai pihak yang 
berhak menerima hasil dari pemgelolaan harta wakaf. 
4. Sighat, adalah pernyataan atau ikrar wakaf yang diucapkan oleh 
wakif. 
DalamUU No 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur wakaf, 
yaitu : Nadzir dan jangka waktu wakaf.
7
 
                                                          
6
  Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Penerjemah : Misbah, 
Jakarta; Pustaka Azzam, 2011, hal 224 
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   Achmad Arief Budiman, Hukum Wakaf, Administrasi, Pengelolaan, 
dan Pengembangan, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hal 26 
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Nadzir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif atau 
yang mengelola harta wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai 
dengan peruntukkannya. 
Pada umumnya dalam kitab-kitab fiqih tidak mencantumkan 
nadzir sebagai rukun atau unsur wakaf, karena wakaf adalah ibadah 
sukarela atau amal jariyah yang tidak mengharap imbalan kecuali 
pahala dari Allah Swt. Namun kehadiran nadzir sangat diperlukan 
karena memerhatikan tujuan wakaf yangingin melestarikan manfaat 
dari harta wakaf tersebut. 
Dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 9 sampai 14 dijelaskan 
tentang nadzir,yang meliputi persyaratan menjadi nadzir, hak dan 
kewajiban nadzir, dan lain-lain.Dan dalam Kompilasi Hukum Islam  
pasal 221 menjelaskan nadzir dapat diberhentikan atau diganti, pasal 
tersebut berbunyi: 
(1)“Nadzir diberhentikan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan 
karena: 
a) Meninggal dunia 
b) Atas permohonan sendiri 
c) Tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai nadzir 
d) Melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana 
(2) Bilamana terdapat lowongan jabatan nadzir karena satu alasan 
bagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh 
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Kepala Urusan Agama kecamatan atas saran dari Majelis Ulama 
kecamatan dan Camat setempat. 
(3) Seorangnadziryang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh ahli warisnya. 
Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa nadzir tidak 
dapat diganti atau diberhentikan jika tidak terdapat alasan seperti yang 
dijelaskan diatas.Dan ahli waris tidak mempunyai hak untuk 
memberhentikan atau mengganti nadzir.Oleh karena hal tersebut jika 
ada suatu fenomena/kejadian yang menyimpang dengan peraturan atau 
Undang-undang maka tidak dibenarkan menurut Undang-undang yang 
berlaku. 
Yayasan Al-Muttaqin merupakan yayasan yang berada di Desa 
Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Yayasan 
AL-Muttaqinadalah  Yayasanyangbergerak dalam sektor pendidikan 
dan agama. Mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah (MI), Masjid, dan 
Taman Pendidikan al-Qur’an (TPQ). Selain itu, yayasan Al-Muttaqin 
juga mengelola banyak tanah wakaf dari masyarakat desa Bulumanis 
Kidul seperti tanah berupa tambak dan sawah serta tanah karas.
8
Salah 
satunya adalah tambakyang  luasnya 16.600  . Tanah wakaf tersebut 
telah diwakafkan oleh H. Na’im, diwakafkan kepada Yayasan Al-
Muttaqin yang diperuntukkan untuk masjid dan madrasah, tetapi pada 
tahun 1992 tanah wakaf tersebut telah dikuasai lagi oleh wakif, saat 
                                                          
8
Tanah kering, tanah tersebut dimanfaatkan sebagai musholla, gedung 
TK, dan lain-lain. 
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itu dari pihak nadzir telah melelang dan menyewakan harta wakaf 
tersebut kepada masyarakat, namun pada saat bersamaan wakif juga 
menyewakan tanah wakaf tersebut kepada orang lain tanpa 
sepengetahuan pihak yayasan dan nadzir. Mulai saat itu Wakif telah 
mengambil alih jabatan nadzir dalam pengelolaan tanah wakaf 
tersebut sampai sekarang. 
Dari latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk 
meneliti yang terjadi di Desa tersebut, maka penulis mengkajinya 
dalam skripsi yang berjudul“Pengelolaan Harta Wakaf yang 
dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati (Perspektif Fiqih dan Undang-undang) 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan 
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik  pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh 
wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati ? 
2. Bagaimana implikasihukum pengelolaan harta wakaf yang 
dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis 
Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui praktik pengelolaan harta wakaf yang 
dilakukan oleh wakifdi Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis 
Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pengelolaan harta wakaf 
yang dilakukan oleh wakifdi Yayasan Al-Muttaqin Desa 
Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 
 
D. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya 
ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian ini. Adapun karya-
karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut: 
Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Study 
Analisis Pendapat Imam Syafi'i) oleh Ruddy Pamungkas (2105144). 
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, dalam 
panelitian ini dijelaskan apabila seorang wakif memberi wakaf berupa 
harta benda, maka seketika itu juga beralih hak milik dari wakif 
kepada penerima wakaf. Harta benda wakaf itu tidak bisa ditarik 
kembali oleh pemberi wakaf. Dengan kata lain pemberi wakaf tidak 
memiliki lagi hak milik atas harta benda wakaf tersebut. Pernyataan 
Imam Syafi'i ini menunjukkan bahwa wakaf dalam pandangannya 
adalah suatu ibadah yang isyari'atkan, wakaf telah berlaku sah 
bilamana wakif telah menyatakan dengan perkataan waqaftu (telah 
saya wakafkan), sekalipun tanpa diputuskan hakim.Harta yang telah 
diwakafkan menyebabkan wakif tidak mempunyai hak kepemilikan 
lagi, sebab kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt dan 
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tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf alaih). Bagi Imam 
Syafi'i, wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali 
atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif. Dalam 
hubungannya dengan penarikan kembali wakaf oleh pemberi wakaf, 
Imam Syafi'i menggunakan metode istinbat hukum berupa hadis dari 
Yahya bin Yahya at-Tamimiy dari Sulaim Ahdlor dari Ibnu Aun dari 
Nafi' dari Ibnu Umar.Imam Syafi'i berpendapat bahwa akad wakaf 
termasuk akad lazim (atau mulazamah).Oleh karena itu, benda yang 
telah diwakafkan bukan lagi milik wakif, melainkan telah menjadi 
milik umum (atau milik Allah). Akibatnya adalah bahwa benda yang 
telah diwakafkan tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan 
karena memang ia bukan lagi milik perorangan, melainkan milik 
publik (umat). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
masih mengakomodasi pendapat Abu Hanifah meskipun pendapat 
tersebut telah ditinggalkan oleh penerusnya, Abu Yusuf.Dari segi 
kepemilikan, UU mengakui adanya wakaf dalam durasi tertentu.Hal 
ini menunjukkan bahwa wakaf tidak mesti bersifat muabbad. Oleh 
karena itu, UU Nomor 41 tentang Wakaf mengakui adanya akad 
wakaf yang bersifat gayr lazim (tidak menyebabkan pindahnya 
kepemilikan benda wakaf) yang dipandang sama dengan al-'ariyah 
(pinjaman). 
Penarikan Wakaf Tanah Oleh Ahli Waris (Studi Kasus di 
Kelurahan Manding  Kecamatan Temanggung Kabupaten 
Temanggung)yang disusun oleh Lia Kurniawati (21108005) Jurusan 
Syari’ah STAIN Salatiga. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 
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terjadi penarikan tanah wakaf oleh ahli waris yang disebabkan 
kurangnya pengetahuan tentang agama dan lemahnya ekonomi ahli 
waris serta belum didaftarkannya tanah wakaf tersebut kepada PPAIW 
sehingga tanah wakaf tersebut atau belum adanya bukti tertulis yang 
sah. 
Studi Analisis tentang Peran Nadzir dalam Pengelolaan Tanah 
Wakaf ditinjau dari Perspektif UU Nomor 41 tahun 2004 Pasal 
11(Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak) oleh 
Muhammad Isadur Rofiq (072111003) Fakultas Syari’ah IAIN 
Walisongo. Penelitian ini memjelaskan bahwa telah terjadi nadzir 
yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang 
nadzir tidak melaksanakan tugasnya  melakukan pengadministrasian 
terhadap harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, 
mengawasi danmelindungi harta benda wakaf, melaporkan 
pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Hal tersebut terjadi 
di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak. Ternyata pengelolaan tidak 
dilaksanakan maksimal, artinya dari  tanah wakaf yang berbentuk akta 
ikrar wakaf (AIW) tidak ada satupun tanah wakaf yang dikelola oleh 
nadzir, sedangkan pengelolaan atas tanah wakaf tersebut dilakukan 
oleh satu kepengurusan (bukan nadzir) yang tidak ditunjuk oleh wakif 
juga tidak adanya pelimpahan tugas pengelolaan dari nadzir. Faktor-
faktor yang mempengaruhi peran nadzir di Desa Dombo Kec. Sayung 
Kab. Demak adalah minimnya pengetahuan nadzir dan wakif terhadap 
berbagai peraturan yang menyangkut kewajiban dan hak-hak nadzir, 
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adanya anggapan sementara bahwa tanpa peran nadzir tanah wakaf 
dapat berkembang dengan baik, pihak KUA dan aparat desa kurang 
pro aktif terhadap masyarakat berkaitan dengan perwakafan, adanya 
anggapan sementara bahwa nadzir sebagai formalitas, sulitnya 
koordinasi dengan nadzir anggota, adanya anggapan bahwa hal seperti 
ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dan sudah berjalan sejak dulu. 
Problematika dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia oleh 
Firman Muntaqo (Universitas Sriwijaya Palembang) yang telah 
diterbitkan di jurnal Al-Ahkam (Volume 25, Nomor 1, April 2015) 
tulisan tersebut mendeskripsikan dan menganalisis problematika serta 
prospek perwakafan di Indonesia, utamanya pasca lahirnya Undang-
Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Analisis terhadap 
problematika perwakafan terfokus pada manajemen dan pengelolaan 
harta wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari 
orientasi produktif  sebagaimana yang diinginkan Undang-Undang 
Wakaf. Problematika ini dilator belakangi oleh beberapa hal, seperti: 
Kurangnya sosialisasi tentang fiqh wakaf maupun peraturan 
perundangan; manajemen wakaf yang setengah hati, persoalan 
komitmen nadzir, lemahnya sistem pengawasan kelembagaan, dan 
permasalahan pendanaan. Lahirnya undang-undang wakaf diyakini 
sebagai terobosan awal yang memiliki arti signifikan dan strategis 
dalam rangka memperkuat prospek lembaga perwakafan di Indonesia 
menjadi lebih baik. Hal itu setidaknya ditemukan dari 
beberapaindikator dalam undang-undang wakaf, yaitu: pemikiran 
progresif tentang wakaf produktif, penguatan kelembagaan wakaf 
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secara nasional, penataan administrasi manajemen wakaf, dan 
penegakan hukum perwakafan.
9
 
 
Dari beberapa penelitian yang ada diatas, fokus penelitian ini 
berbeda dengan penelitian yang sebelumnya, yang menjadi perbedaan 
adalah peneliti lebih menitikberatkan kepada bagaimana kasus dan 
praktik pengelolaan harta wakaf yang dilakuakan oleh wakif 
sebagaimana yang terjadi di Desa Bulumanis Kidul Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, 
menggambarkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang 
mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam 
penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang 
meliputi: 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini jika dilihat dari sudut sifat adalah diskriptif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 
melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat 
tertentu. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
hukum empiris yang merupakan istilah lain yang digunakan 
dalam penelitian hukum sosiologis. penelitian sosial tentang 
                                                          
9
 Firman Muntaqo, Problematika dan Prospek Wakaf Produktif  di 
Indonesia, Semarang: jurnal Al-Ahkam Fak. Syariah UIN Walisongo, 
Volume 25, Nomor 1, April 2015. 
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hukum atau yang disebut sebagai socio-legal research. Penelitian 
ini merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu 
atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.
10
. Penelitian ini 
dilakukan karena berusaha menjelaskan keadaan masyarakat dan 
Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan 
Margoyoso  Kabupaten Pati yang terjadi pengambil-alihan 
jabatan nadzir. 
 
2. Sumber data 
Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan 
sekunder. Sumber data primer adalah data hasil wawancara 
kepada nadzhir atau pengurus wakaf dan pengurus Yayasan Al-
Muttaqin serta wakif yang mengelola harta wakaf di Desa 
Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. 
Sumber data sekunder, adalah sumber yang mempermudah 
proses penilaian literatur primer, yang mengemas ulang, menata 
kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau 
dengan cara lain menambah nilai pada informasi baru yang 
dilaporkan dalam literatur Primer.
11
 Adapun sumber data yang 
sekunder dalam penulisan skripsi ini UU tentang wakaf, pendapat 
empat mazhab yaitu Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali yang 
menjelaskan tentang Wakaf ditambah dengan buku-buku, karya-
                                                          
10
 Suratman, Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. 
Alfabeta, Cet 3, 2015, hal 46 & 88 
11
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian, Hukum, Jakarta: UI Press, 
1986, hal. 11-12. 
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karya ilmiah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
permasalahan di atas. 
 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Wawancara  
Salah satu metode pengumpulan data dengan jalan 
komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi 
antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 
(responden)
12
  hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data 
yang valid dan tidak terfokus pada pokok permasalahan yang 
sedang diteliti, dalam penelitian ini, peneliti melakukan 
wawancara dengan nadhir dan pengurus yayasan dengan 
tujuan untuk mendapatkan keterangan dan data  bagaimana 
pengelolaan benda wakaf tersebut, kemudian wawancara 
dengan  wakif yang mengelola harta wakaf dengan tujuan 
mendapat keterangan tujuan dan alasan pengelolaan harta 
wakaf tersebut. 
b. Dokumentasi  
Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti 
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 
dokumen, peraturan-peraturan.
13
Adapun peneliti 
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 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, 
2005, hal 72 
13
 Hadari Nawawi, M Hartini Hadiri, Instrumen Penelitian Bidang 
Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, hal 158. 
15 
 
menggunakan metode ini untuk memperoleh data-data, 
buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. 
 
4. Teknik Analisa Data 
Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 
kerja seperti yang disarankan oleh data.
14
 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data 
kualitatif. Teknik pengolahan data ini bertolak dari fakta yang 
teridentifikasi yang muncul atau tidak merupakan penelitian 
diskriptif sebagaimana penelitian yang terjadi saat ini.
15
 
Dalam analisis ini penulis akan mendiskripsikan 
pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di Desa 
Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso kabupaten Pati. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, 
dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub bab permasalahan. Maka 
penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut: 
 
BAB I PENDAHULUAN 
                                                          
14
  Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: 
Remaja Rosda Karya, 2010, hal 280 
15
Ibid, hal 287 
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Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN 
PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG 
DILAKUKAN OLEH WAKIF 
Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan yaitu 
pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur wakaf dan 
syarat-syaratnya, pengertian nadzir, syarat-syarat nadzir, 
masa jabatan nadzir, pendapat tentang pengelolaan harta 
wakaf yang dilakukan oleh wakif. 
BAB III PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN 
AL-MUTTAQIN DESA BULUMANIS KIDUL 
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI. 
Bab ini meliputi gambaran umum tentang Yayasan Al-
Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso 
Kabupaten Pati, bagaimana praktik pengelolaan harta 
wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-
Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso 
Kabupaten Pati dan implikasi terhadap pengelolaan harta 
wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-
Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso 
Kabupaten Pati. 
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP 
PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG 
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DILAKUKAN OLEH WAKIF DI YAYASAN AL-
MUTTAQIN DESA BULUMANIS KIDUL 
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI. 
Bab ini merupakan pokok dari penulisan skripsi ini, yang 
meliputi pertama, analisis praktik pengelolaan harta 
wakaf yang dilakukan oleh wakif di Yayasan Al-
Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso 
Kabupaten Pati .Kedua, analisis implikasi terhadap 
pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif di 
Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulumanis Kidul Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati. 
BAB V PENUTUP 
Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan 
penutup. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN 
PENGELOLAAN HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN 
OLEH WAKIF 
A. Wakaf 
1. Pengertian Wakaf 
Secara bahasa, wakaf berasal dari bahasa arab yang 
berarti ragu-ragu, berhenti, berdiri, menerangkan.
1
Kata wakaf 
merupakan bentuk dari masdar  فقٔ–  فقي– بفقٔ yang semakna 
dengan al-habs yang berarti menahan.
2
 
Adapun pengertian wakaf menurut ulama‟ madzhab 
adalah 
a. Menurut Ulama‟ Madzhab Hanafi 
Ibnu Humam, salah satu ulama‟ Hanafiyah mengatakan 
bahwa: 
 كهي ٗهػ ٍيؼنا سجد : خفيُد يثأ ذُػ عششنا يف ْٕٔ
خيسبؼنا خنضًُث خؼفًُنبث قذصزنأ فقإنا3  
 
Artinya :“wakaf secara syara‟ (istilah) adalah menahan 
benda (harta yang diwakafkan) pada pemilik 
                                                          
1
 Adib Bisri, Munawwir AF, Kamus Al Bisri Indonesia Arab-Arab 
Indonesia, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999, hal. 785. 
2
 Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. 
Raja Grafindo, 2013, hal. 395. 
3
 Kamaluddin Muhammad bin Abdil Wahid As Sairasi As 
Sakandari, Syarh Fathul Qadir, Juz. 6, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 
1995, Cet. 1, hal. 189-190. 
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dan menyedekahkan manfaatnya dengan 
jalan ‘ariyah (peminjaman).” 
 
Menurut Abu Hanifah wakaf tidak memiliki 
konsekuensi yang pasti dan boleh dicabut kembali.Wakaf 
pada umumnya merupakan bentuk sedekah yang bukan 
suatu keharusan yakni wakaf berada dalam posisi ‘ariyah 
(pinjam-meminjam).Jadi karena wakaf tersebut 
disamakan dengan ‘ariyah maka segala bentuk hukumnya 
sama dengan hukum yang ada pada ‘ariyah.4 
 
b. Menurut Ulama‟ Madzhab Maliki 
 بٓئبقث غي خيكهًزنا دبفشصزنا ٍػ ٍيؼنا سجد َّأث فقٕنا
 ٍي خٓج ٗهػ بٓؼيشث وص لانا عشجزنأ فقإنا كهي ٗهػ
شجنا دبٓج5  
Artinya :“Wakaf adalah menahan barang dari 
pemindahan kepemilikan (tetapnya 
kepemilikan ditangan pemilik) dan niat 
tabarru’ (mentasharrufkan manfaat barang 
dengan hanya mengharap ridho Alloh Swt) 
dengan cara menjaganya dari sisi 
kebaikan.” 
 
Wakaf menurut Malikiyah tidak memutus 
(menghilangkan) hak kepemilikan barang yang 
diwakafkan, namun hanya memutus hak pengelolaannya. 
                                                          
4
 Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu10, Penerjemah 
Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hal. 274.  
5
 Badron Abu Al „Ainani Badron, Ahkam Al Washoya wa Al  Auqof, 
Arab Saudi: Muassah Syabab Al Jami‟ah, 1982, hal. 261. 
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Mereka menjadikan dalil akan tetapnya kepemilikan 
terhadap harta yang diwakafkan pada hadits Umar r.a, 
yaitu : 
ذسجد ذئش ٌإ بٓث ذقذصرٔ بٓهصأ  
Artinya :“Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah 
itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).”  
 
Dalam penggalan hadits di atas, terdapat indikasi 
bahwa hasil dari tanah tersebut dapat disedekahkan. 
Sementara kepemilikan barang yang diwakafkan tetap 
ada dalam tanggung jawab orang yang mewakafkan.
6
 
 
c. Menurut Ulama‟ Madzhab Syafi‟i 
Al Syaikh Muhammad al Syarbini mengatakan: 
 غطقث ُّيػ ءبقث غي ّث عبفزَلإا ٍكًي لبي سجد بػششٔ
دٕجٕي حبجي فشصي ٗهػ ّزجقس يف فشصزنا7  
Artinya :“wakaf secara istilah adalah menahan harta yang 
dapat memberi manfaat, serta tetap (kekal) 
dzatnya, dengan memutus hak yang dimiliki 
oleh pewakaf atas benda wakaf tersebut, untuk 
ditasarufkan sesuai dengan peruntukannya. 
Adapun Imam As Syafi‟i berpendapat bahwa benda 
yang telah diwakafkan bersifat abadi dan tidak dapat 
                                                          
6
 Wahbah Az Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 10, Jakarta: 
Gema Insani, 2011, Cet. 1, hal. 272. 
7
 Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Al Khatib As Syarbini, 
Mughni Al Muhtaj, Juz. 3, Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1995, Cet. 1, 
hal. 522.  
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dimiliki kembali. Hal ini dikarenakan hadits yang 
diriwayatkan Abdullah bin Umar yaitu: 
 ٍث ٍػ شضخأ ٍث ىيهس بَشجخأ . يًيًزنا يذي ٍث  يذي بُثذد
 .شجيخث بضسأ شًػ ةبصأ : لبق .شًػ ٍثا ٍػ غفبَ ٍػ ٌٕػ
ص يجُنا يرأف يَإ ! للها لٕسسبي : لبقف .بٓيف ِشيأزسي و.
 . ُّي ٖذُػ سفَأ ْٕ طق لابي تصأ ىن شجيخث بضسأ ذجصأ
 . بٓث ذقذصرٔ بٓهصأ ذسجد ذئش ٌإ : لبق ؟ ّث يَشيأربًف
 سسٕيلأ, عبزجيلأ, بٓهصأ عبجيلا َّأ شًػ بٓث قذصزف : لبق
 يفٔ يثشقنا يفٔ ءاشقفنا يف شًػ قذصزف : لبق .تْٕيلأ,
قشنا ٍي ٗهػ حبُجلا فيضنأ ميجسنا ٍثأ للها ميجس يفٔ ةب
ّيف لٕزيشيغ بقيذص ىؼطئأ فٔشؼًنبث بُٓي مكأي ٌأ بٓينٔ8 
Artinya :“Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya At 
Tamimi. Memberi kabar kepadaku Salim bin 
Ahdhar dari Ibnu „Aun dari Nafi‟ dari Ibnu 
Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. 
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, 
kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah 
Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: 
“Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang 
tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan 
harta sebaik itu, maka apakah yang engkau 
perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw 
bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan 
(pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan 
(hasilnya).” Kemudian Umar menyedekahkan 
(tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak 
dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar 
berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil 
pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, 
kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu 
sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang 
                                                          
8
 Abu Al Husien Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairiy An Naisaburiy, 
Shohih Muslim, Juz 11, Beirut: Dar Al Kutub Al „Ilmiyyah, 1995, hal. 72 
23 
 
mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya 
dengan cara yang baik (sepantasnya) atau 
memberi makan orang lain dengan tidak 
bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim) 
 
Dalam hadits di atas terdapat larangan untuk 
menjual, menghibahkan ataupun mewariskan.
9
Selain itu 
tujuan wakaf bagi wakif adalah untuk kemanfaatan dan 
kebaikan serta semata-mata mengharap ridho Allah Swt. 
 
d. Menurut Ulama‟ Madzhab Hanbali  
Menurut Ulama‟ Hanabilah, antara lain Ibnu Qudamah 
mengartikan wakaf sebagai berikut: 
حشًثنا ميجسرٔ مصلأا سيجذر10  
Artinya :“Menahan aslinya (benda wakaf) dan 
mendermakan buahnya (hasilnya).” 
 
Ulama‟ Hanabilah mendefinisikan wakaf sesuai 
intisari yang terdapat dalam hadits Rasulullah saw 
tentang wakafnya sahabat Umar ra yang diriwayatkan 
oleh An Nasa‟i, yaitu: 
َشَجْخَأ ،َخَُ ْيَيُػ ٍُ ْث ٌُ بَيْفُس بََُثَذَد :َلبَق ،ٍِ ًَ ْدَشنا ِذْجَػ ٍُ ْث ُذيِؼَس بَ
 َلبَق :َلبَق ،َشًَ ُػ ٍِ ْثا ٍْ َػ ،ٍغِفبَ ٍْ َػ ،َشًَ ُػ ٍِ ْث ِّ َهنا ِذْيَجُػ ٍْ َػ
ُشًَ ُػ  يِن يِزَنا ٍىْٓ َس َخَئبِي ٌَ ِإ :َىَهَسَٔ  ِّ ْيَهَػ ُللها َٗهَص ِيِجَُهِن
                                                          
9
 Abu Abdillah Muhammad bin Idris As Syafi‟i, Al Umm, Juz. 4, 
Beirut: Dar Al Fikr, 2009, Cet. 1, hal. 56. 
10
 Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin 
Qudamah, Al Mughni wayalihi Asy Syarhul Kabir, Juz 6, Beirut: Dar Al 
Kutub Al Ilmiyah. Hal.185. 
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 ٌْ َأ ُدْدَسَأ ْذَق ،بَٓ ُْ ِي َيَنِإ َتَجْػَأ ُطَق بًنبَي ْتِصُأ ْىَن َشَجْيَخِث
 ،بَٓ َهْصَأ ْسِجْدا:َىَهَسَٔ  ِّ ْيَهَػ ُللها َٗهَص ُيِجَُنا َلبَقَف ،بَٓ ِث َقَذَصَرَأ
ِجَسَٔبَٓ َرَشًَ َث ْم11 
Artinya :“Mengabarkan kepadaku Sa‟id bin 
Abdurrahman, ia berkata: bercerita kepadaku 
Sufyan bin „Uyainah dari Ubaidillah bin Umar 
dari Nafi‟ dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar ra 
berkata kepada nabi saw, “Seratus saham di 
Khaibar adalah milikku, belum pernah saya 
mendapatkan harta yang lebih saya kagumi 
melebihi harta itu, saya berkeinginan 
menyedekahkannya.” Nabi saw bersabda: 
Tahanlah pokoknya dan sedekahkan 
buahnya.” 
 
Hal ini tak terlepas dari pemikiran mereka sebagai 
ahli hadits. Bentuk ijtihad mereka lebih condong kepada 
teks (tekstual) yaitu selagi ada hadits, mereka lebih 
memilih menggunakannya daripada berijtihad dengan 
akal mereka. Definisi di atas secara umum memiliki 
kesamaan dengan definisi dari ulama‟ madzhab yang lain. 
Hanya saja ulama‟ Hanabilah membatasi hakikat wakaf. 
Dari beberapa definisi di atas, secara umum dapat 
disimpulkan bahwa wakaf menurut istilah ialah menahan harta 
secara utuh dan mengambil manfaat dari harta tersebut dengan 
tujuan tertentu (yang diperbolehkan oleh syari‟at) dan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah Swt. 
                                                          
11Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu‟aib An Nasa‟i, Kitab As Sunan 
Al Kubro, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, 1991, Cet. 1, hal. 94. 
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Dalam peraturan perwakafan di Indonesia, pada butir I 
Pasal 215 KHI (Inpres No.1/1991) disebutkan bahwa: 
“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok 
orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari 
benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya 
guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai 
dengan ajaran Islam.”12 
 
Sedangkan dalam sumber hukum normatif, pasal 1 butir 1 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf, menyatakan bahwa: 
“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan 
dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk 
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu 
sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau 
kesejahteraan umum menurut syari‟ah.13 
 
Dengan demikian wakaf merupakan tindakan hukum 
yang memiliki konsekuensi syarat dan rukunnya 
harusdipenuhi agar sahhukumnya dan tercapai fungsi 
tujuannya.Hal ini dikarenakan fungsi wakaf adalah 
mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya, 
                                                          
12
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam (Hukum 
Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan), Bandung: Nuansa Aulia, 
2012.Hal.63. 
13
Ibid, hal. 109. 
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yaitu guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya 
sesuai dengan ajaran Islam.
14
 
2. Dasar Hukum Wakaf 
Ada beberapa dalil yang dapat dijadikan sebagai landasan 
hukum wakaf, diantaranya : 
a. Firman Allah Swt: 
 بًئ ىزجسك بي ذجيط ٍي إقفَأ إُيأ ٍيزنا بٓيأ بي
 ضسلأا ٍي ىكن بُجشخأ 
Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, 
nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu 
yang baik-baik dan sebagian dari apa yang 
Kami keluarkan dari bumi untukmu... 
15“ (QS. 
Al Baqarah: 267)  
 
 ٍْ ِي إْ ُقِفُْ ُربَئَ  ٌَ ْٕ ُجِذُر بًَ ِي إْ ُقِفُْ ُر َٗزَد َشِجنا إْ ُنبََُر ٍْ َن
 ٌىْيِهَػ ِّ ِث َللها ٌَ ِإَف ٍءْيَش 
Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan 
sebelum kamu menginfakkan sebagian harta 
yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu 
dermakan, tentang hal itu, sungguh Allah 
Maha Mengetahui”.16 (QS. Ali Imran: 92) 
 
Terdapat sebuah riwayat yang diceritakan oleh Anas 
bin Malik bahwa Abu Thalhah adalah seorang dari kaum 
Anshor yang memiliki banyak kebun kurma di Madinah. 
                                                          
14
Ahmad Rofiq, Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 320. 
15
 Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur‟an, Al ‘Alim Al quran 
dan Terjemahannya, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, 2011, Cet. 10, 
hal. 46. 
16
Ibid, hal. 63. 
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Di antara kebun yang paling ia sayangi adalah kebun 
kurma yang terletak di daerah Bairuha, tepat berhadapan 
dengan masjid. Rasululloh saw pernah mengunjungi 
tempat tersebut dan meminum airnya. Apabila firman 
Allah SWT di atas merupakan wahyu yang diberikan 
kepada Rasulullah saw, maka Abu Thalhah berkata 
kepada Rasulullah saw : “Sesungguhnya harta yang 
paling aku sayangi adalah hartaku di Bairuha dan 
sesungguhnya hartaku yang berada di Bairuha itulah yang 
kuwakafkan ke jalan Allah Swt”17 
 
b. Sabda Rasulullah Saw: 
يذي ٍث  يذي بُثذد  شضخأ ٍث ىيهس بَشجخأ . يًيًزنا
 شًػ ةبصأ : لبق .شًػ ٍثا ٍػ غفبَ ٍػ ٌٕػ ٍث ٍػ
 : لبقف .بٓيف ِشيأزسي و.ص يجُنا يرأف .شجيخث بضسأ
 طق لابي تصأ ىن شجيخث بضسأ ذجصأ يَإ ! للها لٕسسبي
 ذئش ٌإ : لبق ؟ ّث يَشيأربًف . ُّي ٖذُػ سفَأ ْٕ
 قذصزف : لبق . بٓث ذقذصرٔ بٓهصأ ذسجد َّأ شًػ بٓث
 : لبق .تْٕيلأ, سسٕيلأ, عبزجيلأ, بٓهصأ عبجيلا
 يفٔ ةبقشنا يفٔ يثشقنا يفٔ ءاشقفنا يف شًػ قذصزف
 بٓينٔ ٍي ٗهػ حبُجلا فيضنأ ميجسنا ٍثأ للها ميجس
ّيف لٕزيشيغ بقيذص ىؼطئأ فٔشؼًنبث بُٓي مكأي ٌأ18 
Artinya :“Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya At 
Tamimi. Memberi kabar kepadaku Salim bin 
                                                          
17
 Osman Sabran, Pengurusan Harta Wakaf, Malaysia: Universiti 
Teknologi Malaysia Skudai, 2002, hal. 27.  
18
 Abu Al Husien Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairiy An Naisaburiy, 
op. cit., hal 72 
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Ahdhar dari Ibnu „Aun dari Nafi‟ dari Ibnu 
Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. 
memperoleh sebidang tanah di Khaibar, 
kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah 
Saw untuk meminta petunjuk. Umar berkata: 
“Hai Rasulullah Saw, saya mendapat sebidang 
tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan 
harta sebaik itu, maka apakah yang engkau 
perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw 
bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan 
(pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan 
(hasilnya).” Kemudian Umar menyedekahkan 
(tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak 
dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar 
berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil 
pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, 
kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu 
sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang 
mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya 
dengan cara yang baik (sepantasnya) atau 
memberi makan orang lain dengan tidak 
bermaksud menumpuk harta.” (HR. Muslim) 
 
c. Ijma‟  
Selain dalil al Qur‟an dan al Hadits sebagaimana 
tersebut di atas, para ulama‟ juga sepakat bahwa amalan 
wakaf merupakan amalan yang secara tersirat terkandung 
dalam hadits mengenai amal jariyah yang mana 
merupakan salah satu amal yang tidak akan putus. Tidak 
ada yang menafikan hal tersebut dikarenakan wakaf 
merupakan salah satu amal yang senantiasa dilakukan 
oleh para sahabat, seperti yang disampaikan oleh Jabir 
r.a: 
29 
 
ّلاإ حسذقئر و.ص للها لٕسس ةبذصأ ٍي ذدأ ٍكي ىن 
.فقٔ19  
Artinya :“Tidak seorang pun dari kalangan sahabat 
Rasululloh s.a.w yang berkemampuan 
melainkan memberi wakaf.”  
 
As Syaukani dalam kitabnya (Nail al Authar) 
menyatakan bahwa Imam al Tirmidzi berkata: “Kami 
tidak melihat perbedaan di antara para sahabat dan 
ulama‟ mutaqaddimin tentang kebolehan wakaf bumi 
(tanah dan yang berasal dari tanah)”.20 Hal ini dapat 
dikatakan ijma‟, dikarenakan hal tersebut telah masyhur 
dan tidak ada seorang pun membantahnya. 
 
3. Unsur Wakaf dan Syarat-syaratnya 
Unsur wakaf yang dimaksud dalam hal ini adalah rukun 
wakaf. Unsur wakaf atau rukun wakaf menurut Jumhur Ulama 
terdiri dari 4 hal: 
a) Wakif adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan. 
Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabarru’. 
Maka dari itu, syarat utama dari seorang wakif adalah 
cakap dalam melakukan tindakan tabarru’ tersebut. 
                                                          
19
 Muwafiquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin 
Qudamah, op. cit. hal 185 
20
 Muhammad bin „Ali bin Muhammad As Syaukani, Nail Al 
Authar, Juz. 5, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyyah, hal. 25. 
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tindakan ini juga bisa disebut sebagai kecakapan hukum 
(legal competent) yang meliputi sehat akalnya, dalam 
keadaan sadar, tidak terpaksa/dipaksa, dan telah baligh. 
Dalam pasal 215 ayat 2 KHI jo. Pasal 1  ayat 2 PP 
28/1997 dinyatakan: “wakif adalah orang atau orang-
orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda 
miliknya”.  
Adapun syarat-syarat wakif yang dikemukakan 
dalam pasal 217 adalah: 
1) Badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang 
yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh 
hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan 
hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan 
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Dalam hal badan hukum, maka yang bertindak untuk 
dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah 
menurut hukum (ps. 3 pp 28/1997).
21
 
 
Syarat dalam pasal 1 di atas jika dijabarkan, maka 
seorang wakif setidaknya harus memiliki syarat yang 
meliputi 4 kriteria, yaitu: 
(1) Merdeka 
                                                          
21
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, op. cit., hal. 
398-399. 
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Maksud dari merdeka ialah seseorang yang memiliki 
benda seutuhnya untuk bisa diwakafkan (al milk at 
tam). Abu Zahrah mengatakan bahwa ulama sepakat 
budak boleh mewakafkan harta yang ia miliki jika 
mendapat izin dari tuannya. Hal ini dikarenakan 
budak berada dalam kepemilikan tuannya.
22
 
(2) Berakal Sehat 
Syarat ini membatasi bagi seseorang yang tidak 
berakal (gila). Begitu juga dengan orang yang idiot 
(lemah mental), berubah akal karena faktor usia, 
sakit atau kecelakaan. Lebih luas lagi syarat kedua 
ini bisa diartikan sebagai mumayyiz, dalam arti 
mengetahui dan dapat melakukan akad serta 
tindakan yang berkaitan dengan muamalah.Selain itu 
juga dapat mempertimbangkan baik buruknya 
perbuatan yang dilakukannya. 
(3) Dewasa (Baligh) 
Baligh merupakan persyaratan yang lebih 
menitikberatkan kepada umur seseorang.Pada 
umumnya para ulama berpendapat umur 15 tahun 
(perhitungan tahun qamariyah).
23
 
                                                          
22
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di 
Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, Cet. 3, 
hal. 32. 
23
 Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, Wakaf Tunai 
Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan Dalam Mewujudkan 
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(4) Tidak berada di bawah pengampuan 
Orang yang berada di bawah pengampuan di bawah 
pengampuan dipandang tidak cakap hukum, karena 
dianggap tidak bisa mengurus harta yang ia miliki, 
sehingga harta tersebut berada dalam pengampuan 
walinya agar tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu 
yang tidak benar dan bermanfaat.
24
Selain itu, 
pengampuan juga berlaku ketika seseorang terhalang 
untuk melakukan perbuatan hukum. 
 
Adapun menurut pasal 7 UU no. 41 Tahun 2004, 
wakif meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan 
hukum. Masing-masing bagian tersebut dijelaskan di 
dalam pasal 8, yaitu: 
(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf 
apabila memenuhi persyaratan: 
a. Dewasa; 
b. Berakal sehat; 
c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 
dan 
d. Pemilik sah harta benda wakaf 
                                                                                                                             
Kesejahteraan Umat, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam UI, 
2006, Cet. 2, hal. 59. 
24
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(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf 
apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk 
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi 
sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang 
bersangkutan. 
(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf 
apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk 
mewakafkan harta benda milik badan hukum sesuai 
dengan anggaran dasar badan hukum yang 
bersangkutan.
25
 
 
b) Mauquf ‘alaih 
Yang dimaksud dengan mauquf ‘alaih adalah 
peruntukan wakaf.Wakaf harus dimanfaatkan sesuai 
dengan batas-batas dalam syari‟at Islam.Syarat mauquf 
‘alaih adalah qurbat (pendekatan diri kepada 
Allah).Secara umum, wakif perlu menegaskan tujuan 
wakafnya.Menurut Sayyid Sabiq, harta yang diwakafkan 
itu terbagi menjadi 2, yaitu untuk menolong keluarganya 
sendiri sebagai wakaf keluarga (waqf ahli), atau untuk 
fakir miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum 
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(waqf khairi).Baik wakaf ahli maupun wakaf khairi 
berkembang di berbagai belahan dunia Islam.Namun 
pada akhir-akhir ini wakaf ahli menimbulkan banyak 
kemadaratan daripada manfaatnya.Selain itu, wakaf ahli 
dinilai tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dari wakaf itu 
sendiri.
26
 
Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam, mauquf 
‘alaih dapat diklasifikasi menjadi 2, yaitu27:  
1) Penerima Wakaf Definitif 
Penerima wakaf jenis ini terdiri dari satu, dua atau 
lebih yang telah ditentukan identitasnya. Ia 
disyaratkan harus bisa memanfaatkan harta wakaf 
tersebut secara langsung ketika menerima benda 
wakaf tersebut. Oleh karena itu, tidak sah 
mewakafkan kepada sesuatu yang tidak ada seperti 
mewakafkan sesuatu kepada anaknya yang miskin, 
padahal anaknya tidak ada yang miskin, atau 
mewakafkan kuburan kepada ayahnya yang masih 
hidup. Bentuk-bentuk wakaf semacam ini tidak sah, 
karena tidak memenuhi syarat adanya orang yang 
menerima wakaf definitif . 
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2) Penerima Wakaf Underfinitif 
Merupakan organisasi-organisasi sosial, seperti 
wakaf untuk pelajar, orang fakir, pembangunan 
masjid, dan rumah sakit. 
 
c) Mauquf bih 
Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih. 
Sebagai objek wakaf, benda wakaf merupakan salah satu 
unsur yang penting dalam wakaf.Suatu harta dapat 
dijadikan harta wakaf haruslah memenuhi syarat. Adapun 
syarat-syarat harta benda yang diwakafkan yang harus 
dipenuhi sebagai berikut:
28
 
a) Benda wakaf harus bernilai ekonomis, tetap zatnya 
dan boleh dimanfaatkan dalam kondisi apapun. 
Dengan kata lain benda tersebut harus memiliki nilai 
guna baik secara umum ataupun secara syari‟at. Jadi 
tidak sah mewakafkan benda yang diharamkan oleh 
syara‟, seperti benda-benda yang memabukkan dan 
benda-benda haram lainnya. Karena maksud dari 
adanya wakaf adalah mengambil manfaat benda 
yang diwakafkan serta mengharap keridhaan Allah.
29
 
Selain itu benda wakaf tidak hanya terbatas kepada 
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benda yang tetap saja (tidak bergerak), namun 
meliputi benda yang bergerak. 
b) Benda wakaf harus jelas wujudnya dan pasti batas-
batasnya. Hal ini dimaksudkan agar terhindar dari 
perselisihan yang terjadi dikemudian hari setelah 
harta tersebut diwakafkan. Dengan kata lain 
persyaratan ini bertujuan menjamin kepastian hukum 
dan kepastian hak bagi penerima dari harta tersebut. 
c) Benda wakaf harus benar-benar milik wakif secara 
sempurna, artinya bebas dari segala beban dan 
sengketa. Oleh karena itu, jika seseorang 
mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi 
miliknya, maka hukumnya tidak sah. 
d) Benda wakaf harus bersifat kekal. Pada umumnya 
para ulama berpendapat bahwa benda wakaf yang 
bersifat kekal secara zatnya. Mereka berpendapat 
bahwa pada dasarnya benda yang dapat diwakafkan 
hanyalah benda yang tidak bergerak (tetap). 
Namun sebagian ulama Hanafiyah benda 
bergerak dapat diwakafkan dengan syarat:
30
 
a) Keadaan harta bergerak mengikuti harta tidak 
bergerak. Seperti pohon dan bangunan. 
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b) Kebolehan benda bergerak didasarkan pada 
atsar yang memperbolehkan wakaf senjata dan 
binatang-binatang yang digunakan untuk 
berperang.  
c) Wakaf benda bergerak tersebut mendatangkan 
pengetahuan, seperti wakaf kitab, buku dan 
sejenisnya. 
 
d) Shighat 
Sighat merupakan pernyataan wakaf dari pemilik 
harta wakaf baik berbentuk ucapan, tulisan, isyarat 
maupun perbuatan. Menurut Sayyid Sabiq, pernyataan 
wakaf sah apabila melalui salah satu dari 2 cara, yaitu: 
1) Perbuatan yang menunjukkan wakaf, seperti 
seseorang membangun masjid dan dikumandangkan 
adzan didalamnya. Hal ini termasuk menunjukkan 
wakaf tanpa harus ada penetapan dari hakim. selain 
itu, ada yang mengatakan segala perbuatan yang 
mengarah ke wakaf menurut tradisi masyarakat. 
Seperti orang yang menjadikan tanahnya sebagai 
kuburan dan mengizinkan orang-orang untuk 
dikuburkan di sana.
31
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2) Ucapan. Dalam hal ucapan, Sayyid Sabiq membagi 
menjadi 2 bagian, yaitu: 
(a) Sharih  
Ucapan yang Sharih yaitu ucapan yang secara 
jelas dilakukan oleh wakif dengan 
menggunakan kata “(saya wakafkan) ذتتفقٔ”, 
“(saya tahan)  ذتسجد”, “(saya dermakan)ذهجتس”, 
“(saya abadikan) دذثأ”. 
(b) Kinayah  
Ucapan yang Kinayah yaitu ucapan yang 
merujuk kepada wakaf, seperti “(saya 
sedekahkan)ذقذتتتتتصر” dengan niat untuk 
mewakafkannya.
32
 
Adapun dalam hukum normatif, sighat disebut juga 
dengan ikrar wakaf. Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf, khususnya dalam pasal 1 butir 3 yang 
menyatakan bahwa Ikrar adalah pernyataan kehendak 
dari wakif untuk mewakafkan tanah atau benda miliknya. 
Sedangkan untuk pelaksanaan ikrar wakaf dapat dilihat 
dalam pasal 17-21. Pada dasarnya ikrar wakaf merupakan 
tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), tidak 
diharuskan adanya qabul (penerimaan) dari orang yang 
menerima manfaat dari benda wakaf tersebut. Namun 
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demi tertib hukum dan administrasi, serta untuk 
menghindari penyalahgunaan benda wakaf, maka 
pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan 
yang secara organik mengatur perwakafan.
33
 
 
Dalam UU No 41 Tahun 2004 terdapat tambahan unsur 
wakaf, yaitu : Nadzir dan jangka waktu wakaf.
34
Tampaknya 
Undang-undang ini menganut faham bahwa wakaf dapat 
dibatasi waktunya. Ini sudah disinggung dalam pengertian 
wakaf sebagaimna dinyatakan dalam pasal 1 poin 1 
sebagaimana telah dikutip, dan juga pada pasal 6 yang secara 
tegas dinyatakan bahwa unsur wakaf huruf adalah jangka 
waktu wakaf.
35
 
 
B. Pengelola Harta Wakaf  
Dalam pengelolaan harta wakaf, nadzir merupakan kunci 
utama keberhasilan pengembangan harta wakaf. Untuk mencapai 
tujuan wakaf sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif, nadzir 
bertanggungjawab penuh atas berhasil atau tidaknya 
pengembangan harta wakaf. Dengan kata lain, nadzir merupakan 
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sosok paling penting dalam proses perwakafan, bisa dikatakan 
bahwa nadzir adalah manajer wakaf yang bertanggungjawab 
terhadap pemeliharaan, pengelolaan, dan pendistribusikan hasil 
wakaf kepada mauquf alaih. 
Meskipun hukum Islam tidak membahas masalah nadzir 
dengan jelas, akan tetapi ada hal-hal yang mengisyaratkan tentang 
arti pentingnya kedudukan nadzir, karena nadzir merupakan salah 
satu dari unsur wakaf, tanpa nadzir maka wakaf tidak akan berjalan 
dengan baik. 
 
1. Pengertian Nadzir 
Kata nadzir secara etimologi berasal dari kata kerja 
nadzira – yandzaru yang berarti “menjaga” dan 
“mengurus”.36Di dalam kamus Arab Indonesia disebutkan 
bahwa kata nadzir berarti; “yang melihat”, 
“pemeriksa”.37Dengan demikian kata شظبَ yang bentuk 
jamaknya سبظَmempunyai arti “pihak yang melakukan 
pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau 
sesuatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam 
pemeriksaannya itu. 
Dalam terminologi fiqih, yang dimaksud dengan nadzir 
adalah orang yang diserahi kekuasaan dan kewajiban untuk 
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mengurus dan memelihara harta wakaf.
38
Jadi pengertian 
nadzir menurut istilah adalah orang atau badan yang 
memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta 
wakaf dengan sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuan 
harta wakaf.
39
 
Selain kata nadzir, dalam hukum Islam juga dikenal 
istilah mutawalli. Mutawalli merupakan sinonim dari kata 
nadzir yang mempunyai makna yang sama yakni orang yang 
diberi kuasa dan kewajiban untuk mengurus harta wakaf.
40
 
Lebih jelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 
1977 di dalam ketentuan umum, butir keempat menyebutkan 
bahwa nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang 
diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. 
Meskipun nadzir merupakan aktor utama dalam 
pengelolaan harta wakaf, semua ulama berpendapat bahwa 
nadzir tidak termasuk unsur atau rukun wakaf. Namun para 
ulama‟ sepakat, wakif harus menunjuk nadzir wakaf, baik dia 
sendiri maupun orang lain. Jumhur ulama fiqih berpendapat, 
pada dasarnya wakif adalah orang yang harus 
bertanggungjawab dalam mengurus arta wakaf selama 
hidupnya. Wakif dapat bertindak sebagai nadzir terhadap harta 
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yang diwakafkannya atau menunjuk orang lain untuk 
menggantikan tugasnya.
41
 
Dalam masalah hak wakif menjabat sebagai nadzir terjadi 
perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. 
a) Pendapat ulama Hanafiyah 
Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama 
Hanafiyah.Secara umum pendapat ulama Hanafiyah 
terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, pendapat Abu 
Yusuf, ia berpendapat bahwa hak pengelolaan atas harta 
wakaf ada pada wakif, baik wakif mensyaratkan 
perwalian untuk dirinya ketika menyerahkan harta 
wakaf ataupun tidak. Kedua, pendapat Muhammad, ia 
berpendapat bahwa hak pengelolaan harta wakaf ada 
pada wakif, namun dengan syarat menetapkan hal itu 
untuk dirinya ketika melakukan akad wakaf. Apabila ia 
tidak mensyaratkan hal tersebut, maka ia tidak ada hak 
bagi dirinya atas harta wakaf tersebut setelah ia 
serahkan kapada nadzir.
42
 
b) Pendapat Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah 
Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah semuanya bersepakat 
bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, 
kecuali jika wakif mensyaratkan dirinya sendiri ketika 
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akad wakaf. Jika wakif telah mensyaratkan hak 
perwalian pada dirinya, maka syaratnya harus diterima 
dan diikuti. Jika terjadi demikian, maka wakif tidak 
diperbolehkan menetapkan atau mengambil bagian 
untuknya dari hasil harta wakaf tersebut.
43
 
c) Pendapat Ulama Malikiyah 
Ulama Malikiyah melarang seseorang untuk 
mewakafan harta miliknya kepada dirinya sendiri, 
karena ulama Malikiyah mensyaratakan adanya hijazah 
(serah terima harta wakaf kepada nadzir atau mauquf 
alaih), jika seseoarang mewakafkan harta miliknya, ia 
tidak mendapatkan hak perwalian atas harta wakaf 
tersebut.
44
 
 
2. Dasar Hukum Nadzir 
Nadzir adalah sosok paling penting dalam pengembangan 
dan pengelolaan harta wakaf. Meskipun nadzir adalah salah 
satu unsur penting dalam  wakaf, namun Al-Qur‟an dan hadits 
tidak menyebutkan dengan jelas mengenai nadzir, tetapi dasar 
hukum keberadaan nadzir dapat dipahami dari sebuah hadits, 
yaitu : 
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 ٍث ٍػ شضخأ ٍث ىيهس بَشجخأ . يًيًزنا يذي ٍث  يذي بُثذد
 .شجيخث بضسأ شًػ ةبصأ : لبق .شًػ ٍثا ٍػ غفبَ ٍػ ٌٕػ
 ذجصأ يَإ ! للها لٕسسبي : لبقف .بٓيف ِشيأزسي و.ص يجُنا يرأف
 يَشيأربًف . ُّي ٖذُػ سفَأ ْٕ طق لابي تصأ ىن شجيخث بضسأ
د ذئش ٌإ : لبق ؟ ّث قذصزف : لبق . بٓث ذقذصرٔ بٓهصأ ذسج
 : لبق .تْٕيلأ, سسٕيلأ, عبزجيلأ, بٓهصأ عبجيلا َّأ شًػ بٓث
 للها ميجس يفٔ ةبقشنا يفٔ يثشقنا يفٔ ءاشقفنا يف شًػ قذصزف
 بُٓي مكأي ٌأ بٓينٔ ٍي ٗهػ حبُجلا فيضنأ ميجسنا ٍثأ
ّيف لٕزيشيغ بقيذص ىؼطئأ فٔشؼًنبث45 
Artinya :“Bercerita kepadaku Yahya bin Yahya At Tamimi. 
Memberi kabar kepadaku Salim bin Ahdhar dari 
Ibnu „Aun dari Nafi‟ dari Ibnu Umar ra. berkata: 
“Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang 
tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap 
Rasulullah Saw untuk meminta petunjuk. Umar 
berkata: “Hai Rasulullah Saw, saya mendapat 
sebidang tanah di Khaibar, saya belum 
mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang 
engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah Saw 
bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) 
tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” 
Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk 
dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 
diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar 
menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) 
kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba 
sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak 
dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf 
makan dari hasilnya dengan cara yang baik 
(sepantasnya) atau memberi makan orang lain 
dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. 
Muslim) 
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Selain hadits diatas terdapat hadits yang menganjurkan 
manusia untuk berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan 
membelanjakan (menyedekahkan) sebagian dari harta benda 
kekayaannya, ada beberapa hadits yang juga dapat dijadikan 
sebagai dasar hukum perwakafan, salahsatunya adalah hadits 
yang diriwayatkan oleh Muslim, sebagai berikut: 
 ىهػ ٔا خيسبج خقذص : سلاث ٍي لاا ّهًػ غطقَا ٌبسَلاا دبي ارا
ىهسي ِأس .ّن ٕػذي خنبص ذنٔ ٔا ّث غفزُي46 
Artinya :“Apabila manusia meninggal maka terputuslah 
amalnya kecuali tiga hal : shodaqoh jariyah, ilmu 
yang bermanfaat, dan anak sholeh yang berdoa 
untuk orang tuanya.” 
 
Berdasarkan hadits tersebut di atas, para ulama 
berpendapat bahwa yang dimaksud shadaqah jariyah dalam 
hadits tersebut adalah wakaf. Shodaqoh jariyah adalah amal 
ibadah yang pahalanya terus mengalir selama memberi 
manfaat bagi orang lain. Dengan demikian selama harta wakaf 
tersebut memeberi manfaat, maka wakif akan mendapatkan 
pahala yang terus mengalir kepadanya.
47
Oleh karena wakaf 
merupakan shadaqah jariyah yang pahalanya terus-menerus 
mengalir, maka keutuhan dan kelestarian benda wakaf mutlak 
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diperlukan dalam upaya mencapai tujuan wakaf sebagai 
shadaqah manfaat. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka secara 
otomatis dibutuhkan seseorang atau badan hukum yang 
mengelola dan mengurus benda wakaf yaitu nadzir. 
 
3. Syarat-syarat Nadzir 
Secara umum, syarat yang ada pada nadzir harus 
disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Namun mengingat 
tujuan dari wakaf adalah menjadikannya sebagai sumber 
produktif, tentu diperlukan seorang nadzir yang profesional 
dan bertanggung jawab. Jika dibeberkan, persyaratan nadzir 
setidaknya meliputi: 
 
(a) Syarat moral 
1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam 
tinjauan syari‟ah maupun perundang-undangan  
2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya 
dalam proses pengelolaan dan pentasharrufan 
kepada sasaran wakaf 
3) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual 
(b) Syarat manajemen 
1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik 
dalam leadership 
2) Visioner 
47 
 
3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, 
sosial dan pemberdayaan 
4) Profesional dalam bidang pengelolaan harta 
5) Memiliki program kerja yang jelas 
(c) Syarat bisnis 
 Mempunyai pengalaman  
 Dapat melihat peluang usaha seperti entrepreneur.48 
 
Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 
khususnya dalam pasal 9 menyebutkan bahwa Nadzir 
meliputi: a) perseorangan; b) organisasi; c) badan hukum. 
Kemudian penjelasan dari masing-masing nadzir dijelaskan 
dalam pasal 10 yang menyebutkan bahwa: 
(1) Perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 
huruf a hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi 
syarat: 
a. Warga negara Indonesia; 
b. Beragama Islam; 
c. Dewasa; 
d. Amanah; 
e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan 
f. Tidak terhalang melakukan tindakan hukum. 
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(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b 
hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi 
persyaratan: 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, 
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan 
Islam. 
(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
huruf c hanya dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi 
persyaratan: 
a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 
persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1); dan 
b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; dan 
c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang 
sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau 
keagamaan Islam.
49
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4. Hak dan Kewajiban Nadzir 
Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nadzir, 
dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf 
tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, 
sehingga kemaslahatan mauquf „alaih bisa terpenuhi.Dalam 
kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi 
nadzir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, 
menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta 
membagikannya kepada yang berhak 
mendapatkannya.
50
Nadzir dalam melaksanakan tugasnya 
sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka 
mengekalkan manfaat benda wakaf  itu sesuai dengan 
tujuannya, maka para nadzir juga mempunyai kewajiban dan 
hak. 
Ada beberapa hal yang dibebankan kepada nadzir, 
dimana nadzir wajib melaksanakannya agar kondisi harta 
wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus 
dipertahankan, sehingga kemaslahatan harta wakaf bisa 
terpenuhi.Kewajiban nadzir ialah mengerjakan segala sesuatu 
yang layak untuk menjaga dan mengelola harta.Sebagai 
pengawas harta wakaf, nadzir dapat mempekerjakan beberapa 
wakil atau pembantu untuk menyelengga- rakan urusan-
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urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.
51
 
Dalam mengurus dan mengawasi, nadzir berkewajiban untuk : 
a) Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta 
Ikrar Wakafnya. 
Lembaran ini sangat penting, karena itu adalah 
merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan 
untuk berbagai kepentingan, seperti dalam 
mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan 
di Pengadilan. 
b) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf 
serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia 
berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan 
suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan 
terhadap harta wakaf. 
c) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar 
wakaf.
52
 Di samping kewajiban di atas, nadzir juga 
mempunyai kewajiban sebagai berikut : 
1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan 
hasilnya, meliputi : 
a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar 
Wakaf. 
b. Memelihara tanah wakaf. 
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c. Memanfaatkan tanah wakaf. 
d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan 
hasil wakaf. 
e. Menyelenggarakan pembukuan atau 
administrasi yang meliputi: 
 Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf. 
 Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah 
wakaf. 
 Buku catatan tentang penggunaan hasil 
tanah wakaf.
53
 
2. Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan tentang: 
a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh 
Pejabat Agraria. 
b. Perubahan status tanah milik yang telah 
diwakafkan dan perubahan penggunaannya 
karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti 
diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan 
umum. 
c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan 
mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap 
tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun 
yang sedang berjalan. 
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3. Melaporkan anggota nadzir yang berhenti dari 
jabatannya. 
4. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama 
Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu 
untuk disahkan keanggotaannya.
54
 Adapun 
kewajiban dan hak-hak nadzir dalam pasal 220 
Kompilasi Hukum Islam, adalah : 
a. Kewajiban nadzir adalah, sebagai berikut : 
1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan 
bertanggung jawab atas kekayaan wakaf 
serta hasilnya, dan pelaksanaan 
perwakafan sesuai dengan tujuan menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur oleh 
Menteri Agama. 
2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara 
berkala atas semua hal yang menjadi 
tanggung jawabnya sebagaimana yang 
dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala 
Kantor Urusan Agama setempat dengan 
tembusan kepada Majelis Ulama 
Kecamatan dan Camat setempat. 
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b. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud 
dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 
peraturan Menteri Agama.
55
 Hak-hak nadzir 
adalah nadzir berhak mendapatkan penghasilan 
dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya 
ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran 
Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan 
Agama Kecamatan setempat.
56
 Menurut pasal 
11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak nadzir 
adalah: 
1) Nadzir berhak menerima penghasilan dari 
hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan 
oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi 
dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh 
persen dari hasil bersih tanah wakaf. 
2) Nadzir dalam menunaikan tugasnya berhak 
menggunakan fasilitas sepanjang 
diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya 
yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh 
Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.
57
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Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar 
produktif, nadzir berhak mendapat upah yang wajar dan layak 
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
58
Menurut para fuqoha 
bahwa nadzir berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai 
mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara 
membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan 
menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai 
dengan syarat waqif dan pekerjaan lainnya yang bisa 
dilakukan oleh rekan-rekannya sesama nadzir.Sebab upah itu 
sebagai balasan dari pekerjaan.
59
 
Diperbolehkan bagi orang yang mengurusi urusan wakaf 
untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebagaimana 
hadits Ibnu Umar: 
"فٔشؼًنبث بُٓي مكأي ٌأ بٓينٔ ٍي ٗهػ حبُج لا"  
Artinya : “Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusi 
untuk memakan sebagian darinya dengan cara 
yang ma‟ruf”.60 
Yang dimaksud dengan cara yang ma‟ruf adalah kadar 
yang biasanya berlakudan dianggap sebagai suatu 
kewajaran..
61
Nadzir wakaf, baik perorangan maupun badan 
hukum, harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan dari Kantor 
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Urusan Agama Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat 
Pembuat Akta Ikrar Wakaf. 
Jumlah nadzir untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh 
Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlah nadzir 
perorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah 
desa yang terdapat dalam kecamatan bersangkutan. Dan di 
dalam desa hanya ada satu nadzir kelompok perorangan. 
Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekurang-
kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 
(sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan 
Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan 
Camat setempat.
62
 
 
5. Masa Bakti Nadzir 
Masa bakti nadzir tertuang dalam PP No 42 Tahun 2006 
pasal 13 yang berbunyi ; 
1) Masa bakti nadzir adalah 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali 
2) Pengangkatan kembali nadzir sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila yang 
bersangkutan telah melaksanakan tugasya dengan baik 
dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip 
syariah dan perturan perundang-undangan. 
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Karena nadzir baik perorangan, organisasi, atau badan 
hukum dibatasi masa tugasnya baik karena halangan Samawi 
(halangan yang tidak bisa ditiadakan oleh manusia, seperti 
gila atau lupa) atau halangan Kasby ( halangan yang terjadi 
akibat tindakan manusia),
63
 maka perlu diatur secara jelas. PP 
No. 42 Tahun 2006 menegaskan: 
Pasal 5 
1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
berhenti dari kedudukannya apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. berhalangan tetap; 
c. mengundurkan diri; atau 
d. diberhentikan oleh BWI. 
 
2) Berhentinya salah seorang Nazhir Perseorangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak mengakibatkan 
berhentinya Nazhir Perseorangan lainnya. 
 
Pasal 6 
1) Apabila di antara Nazhir perseorangan berhenti dari 
kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor 
Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI 
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian 
pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI. 
2) Dalam hal di antara Nazhir perseorangan berhenti dari 
kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf 
dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada 
memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif 
apabila Wakif sudah meninggal dunia. 
3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, 
laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor 
Departemen Agama, atau perwakilan BWI di 
provinsi/kabupaten/kota. 
4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak 
Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, 
maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas 
usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan 
kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian 
Nazhir. 
Bagian Ketiga 
Nazhir Organisasi 
Pasal 7 
1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan 
BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. 
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2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir 
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, 
Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di 
provinsi/kabupaten/kota. 
3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di 
bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau 
keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan 
Nazhir perseorangan; 
b. salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili 
di kabupaten/kota letak bendawakaf berada; 
c. memiliki: 
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan 
anggaran dasar; 
2. daftar susunan pengurus; 
3. anggaran rumah tangga; 
4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 
5. daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf 
yang terpisah dari kekayaan lain atau yang 
merupakan kekayaan organisasi; dan 
6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 
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4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c 
dilampirkan pada permohonanpendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf. 
 
Pasal 8 
1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. 
2) Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir 
organisasi meninggal, mengundurkan diri, berhalangan 
tetap dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir, 
maka Nazhir yang bersangkutan harus diganti. 
 
Pasal 9 
1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu organisasi yang 
tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan 
larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum 
dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat organisasi 
bersangkutan wajib menyelesaikannya baik diminta atau 
tidak oleh BWI.  
2) Dalam hal pengurus pusat organisasi tidak dapat 
menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka Nazhir organisasi dapat diberhentikan dan 
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diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan 
memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. 
3) Apabila Nazhir organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) 
tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan 
tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri 
maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak 
mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan 
penggantian Nazhir. 
 
Pasal 10 
Apabila salah seorang Nazhir yang diangkat oleh Nazhir 
organisasi meninggal, mengundurkandiri, berhalangan tetap 
dan/atau dibatalkan kedudukannya sebagai Nazhir yang 
diangkat olehNazhir organisasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2), maka organisasi yangbersangkutan 
harus melaporkan kepada KUA untuk selanjutnya diteruskan 
kepada BWI palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak kejadian 
tersebut. 
 
Bagian Keempat 
Nazhir Badan Hukum 
Pasal 11 
1) Nazhir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan 
BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. 
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2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir 
dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, 
Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di 
provinsi/kabupaten/kota. 
3) Nazhir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 
persyaratan: 
a. badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang 
keagamaan Islam sosial, pendidikan, dan/atau 
kemasyarakatan; 
b. pengurus badan hukum harus memenuhi persyaratan 
Nazhir perseorangan; 
c. salah seorang pengurus badan hukum harus 
berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada; 
d. memiliki: 
1. salinan akta notaris tentang pendirian dan 
anggaran dasar badan hukum yang telah 
disahkan oleh instansi berwenang; 
2. daftar susunan pengurus; 
3. anggaran rumah tangga; 
4. program kerja dalam pengembangan wakaf; 
5. daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta 
wakaf atau yang merupakan kekayaan badan 
hukum; dan 
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6. surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 
 
4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1). 
 
Pasal 12 
1) Nazhir perwakilan daerah dari suatu badan hukum yang 
tidak melaksanakan tugas dan/atau melanggar ketentuan 
larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta 
benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum 
dalam Akta Ikrar Wakaf, maka pengurus pusat badan 
hukum bersangkutan wajib menyelesaikannya baik 
diminta atau tidak oleh BWI. 
2) Dalam hal pengurus pusat badan hukum tidak dapat 
menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), maka Nazhir badan hukum dapat diberhentikan dan 
diganti hak kenazhirannya oleh BWI dengan 
memperhatikan saran dan pertimbangan MUI setempat. 
3) Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak 
melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas 
inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli 
warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk 
pemberhentian dan penggantian Nazhir. 
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BAB III 
PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI YAYASAN AL-
MUTTAQIN DESA BULU MANIS KIDUL KEC. MARGOYOSO 
KAB. PATI 
A. Gambaran Umum Yayasan Al-Muttaqin Desa Bulu Manis Kidul 
Kec. Margoyoso Kab. Pati 
1. Profil Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul 
Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul, mulanya 
hanyalah suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
Desa Bulumanis Kidul untuk bertanggung jawab atas tanah-
tanah yang telah diwakafkan oleh masyarakat. Lembaga 
tersebut sudah ada sejak tahun 1960-an dengan nama 
Waqfiyah. Agar lembaga tersebut berjalan dengan baik dan 
berpayung hukum, maka pengurus waqfiyah berinisiatif 
untuk mendirikan sebuah yayasan, yayasan tersebut diberi 
nama Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul. Secara resmi 
dan berkekuatan hukum  yayasan Al-Muttaqin Bulumanis 
Kidul berdiri pada hari senin 24 februari 1992. 
Yayasan tersebut diberi nama Yayasan Al-Muttaqin 
Bulumanis Kidul, karena  terletak di desa Bulumanis Kidul 
kecamatan Margoyoso kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa 
tersebut mempunyai luas wilayah 365,499 Ha dengan 
ketinggian tanah 1,5 meter dari permukaan laut. Jarak desa 
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Bulumanis Kidul dengan Ibukota Kabupaten ±  20 km dan 2 
km dari kantor Kecamatan.  dengan batas-batas desa sebagai 
berikut : 
 Sebelah Utara  : Bulumanis Lor 
 Sebelah Selatan  : Pangkalan 
 Sebelah Barat  : Sekarjalak – Cebolek 
 Sebelah Timur  : Laut Jawa 
 
2. Kondisi Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul 
Berdasarkan arsip desa Bulumanis Kidul tahun 2016. 
Keadaan penduduk desa Bulumanis Kidul Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati ini terdapat 1.215 kepala 
keluarga dengan jumlah penduduk sebesar 3.737.Mayoritas 
penduduk desa Bulumanis Kidul beragama Islam, 3.700 jiwa 
yang beragam Islam selebihnya beragam Kristen.
1
 
Dengan penduduk sebanyak itu dan mayoritas 
penduduk beragama Islam, maka tidak dipungkiri yayasan 
Al-Muttaqin dapat berjalan dengan baik. Secara umum 
Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul menaungi tiga 
lembaga, yaitu madrasah, masjid, dan waqfiyah. 
Agar terlaksana dengan baik Yayasan ini mempunyai 
maksud dan tujuan, yaitu dalam bidang sosial, kemanusiaan, 
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dan keagamaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan 
tersebut, yayasan ini menjalankan kegiatan usaha sebagai 
berikut : 
1) Bidang Sosial : 
a) Menyelengarakan lembaga pendidikan formal: 
b) Menyelenggarakan pendidikan non formal 
c) Menyelenggarakan sekolah luar biasa dan lemah 
mental 
d) Menyelenggarakan panti asuhan, panti jompo dn 
panti werda 
e) Mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit, 
poliklinik, dan laboratorium 
f) Menyelenggarakan pendidikan dan apresiasi 
dibidang seni dan budaya 
g) Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan 
dibidang olahraga. 
h) Menyelengarakan pusat pendidikan dan latihan 
i) Melakuakan penelitian dan observasi untuk 
kemajuan dibidang ilmu pengetahuan 
j) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang 
pengetahuan dan kebudayaan 
 
2) Bidang Kemanusiaan : 
a) Memberikan bantuan kepada korban bencana 
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b) Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat 
perang 
c) Memberikan perlindungan kepada tuna wisma, 
fakir miskin, dan gelandangan 
d) Mendirikan menyelenggarakan rumah singgah dan 
rumah duka 
e) Memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia 
f) Memberikan perlindungan konsumen 
g) Melestarikan lingkungan hidup 
 
3) Bidang Keagamaan : 
a) Mendirikan sarana ibadah 
b) Menyelenggarakan pondok pesantren, madrasah, 
dan tempat pengajian 
c) Menyelenggarakan pendidikan agama, 
mengadakan penelitian, seminar, ceramah-
ceramah, dan karya-karya keagamaan 
d) Meningkatkan pemahaman keagamaan 
e) Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang 
keagamaan 
 
3. Susunan Pengurus Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul 
Berdasarkan surat keputusan dari Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, tertanggal 25 Agustus 2015, berikut 
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adalah nama-nama pengurus yayasan Al-Muttaqin 
Bulumanis Kidul : 
 Pembina 
Ketua   : KH. Abdul Aziz Yasin 
Anggota   : KH. Imam Subadri, S.Pd 
 
 Pengurus 
Ketua Umum  : H. Abdul Wahid, SH., 
M.Hum 
Ketua 1   : Ahmad Ruman Masyfu’, 
SH., M.Si 
Ketua 2   : Drs. Abdul Muchid 
Sekretaris Umum : Adib Luthfi, S.Ag 
Bendahara  : Maftuhin 
 
 Pengawas 
Ketua   : Drs. H. Suyanto 
Anggota   : H. Muksin Sukardi  
 
4. Harta Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Al-Muttaqin 
Bulumanis Kidul 
Berdasarkan hasil verifikasi data bidang waqfiyah yang 
dilakukan pengurus yayasan dan bukti sertifikat, dan hasil 
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dari rapat pengurus harian yayasan. Harta wakaf yang 
dikelola oleh yayasan adalah sebagai berikut : 
No. Nama 
Luas 
   
Letak Peruntukan 
1 Tanah Karas 830 Bulumanis Kidul Bangunan masjid (1) 
2 Tanah Karas 450 Bulumanis Kidul Bangunan masjid (2) 
3 Tanah Karas 490 Bulumanis Kidul Bangunan masjid (3) 
4 Tanah Karas 520 Bulumanis Kidul Bangunan masjid  
5 Tanah Karas 1.200 Bulumanis Kidul bangunan Madrasah 
6 Tanah Karas 320 Bulumanis Kidul 
Bangunan Perumahan 
dan Aula Madrasah 
7 Tanah Karas 166 Bulumanis Kidul Bangunan Gedung TK  
8 Tanah Karas 200 Bulumanis Kidul Bangunan Madrasah  
9 Tambak  16.600 Pohijo Masjid / Madrasah 
10 Sawah Bacin 2.720 Bulumanis Kidul 
Masjid / Madrasah / PP 
Alhamidiyah 
11 Sawah Wungu   Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
12 Tambak  13.970 Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
13 Tambak  4.700 Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
14 Tambak  16.655 Bulumanis Kidul Masholihul Muslimin 
15 Sawah  1.410 Bulumanis Lor Masjid / Madrasah 
16 
Sawah 
Tambak 
1.980 Langgenharjo Masjid / TK 
17 Sawah  1.120 Bulumanis Kidul Pengasuh Al-Amin 
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18 Sawah  2.174 Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
19 
Sawah 
Tambak 
  Bulumanis Lor Madrasah 
20 Tambak Kisik   Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
21 Sawah  1.710 Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
22 Sawah    Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
23 Sawah Lojoyo   Bulumanis Kidul Masjid / Madrasah 
24 Tanah Karas 150 Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla 
Kauman Baru 
25 Tanah Karas 300 Bulumanis Kidul 
Halaman Musholla 
Kauman Baru 
26 Tanah Karas 150 Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla Al-
Amin 
27 Tanah Karas 150 Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla 
Minhajuthowalib 
28 Tanah Karas 196 Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla Al-
Muhlisin 
29 Tanah Karas 150 Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla Al-
Hidayah 
30 Tanah Karas   Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla 
Miftahul Huda 
31 Tanah Karas   Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla Al-
Munajat 
32 Tanah Karas   Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla Al-
Hikmah 
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33 Tanah Karas   Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla Al-
Manar 
34 Tanah Karas   Bulumanis Kidul 
Bangunan Musholla 
Roudlotul Ulum 
35 Tanah Karas 287 Bulumanis Kidul 
Gedung TPQ Nurul 
Burhan 
 
 
B. Praktik Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di 
Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati 
Pada tanggal 30 November 1990 telah dikeluarkan Instruksi 
Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Nomor: 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah 
Wakaf. Instruksi tersebut untuk mengefektifkan peraturan-
peraturan yang telah ada. 
Dengan adanya instruksi tersebut yayasan Al-Muttaqin 
Bulumanis Kidul melaksanakan instruksi tersebut berupa 
penyertifikatan tanah wakaf. Salah satu tanah wakaf yang 
disertifikatkan oleh yayasan adalah tanah yang diwakafkan oleh 
H. Na’im berupa tambak yang mempunyai luas 16.600   . 
Tanah tambak yang terletak di desa Pohijo ini sudah diwakafkan 
sejak tahun 1970 namun belum disertifikatkan. Sertifikat tanah 
wakaf tersebut terbit pada tanggal 13 November 1991. 
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Tanah tambak tersebut adalah tanah warisan dari orang 
tuanya yaitu H. Esran, beliau termasuk orang yang kaya di desa 
Bulumanis Kidul, terbukti banyaknya tanah yang dimiliki. 
Setelah H. Esran meninggal dunia, H. Naim yang statusnya 
sebagai ahli waris mendapatkan saran dari tokoh agama desa 
Bulumanis Kidul untuk mewakafkan salah satu tanah 
peninggalan orang tuanya, dan H. Na’im menyetujuinya. Tanah 
tambak di desa Pohijo lah yang dipilih untuk diwakafkan.
2
 
Telah disepakati peruntukannya oleh para tokoh agama, 
pengurus waqfiyah (sekarang Yayasan Al-Muttaqin). Bahwa 
peruntukan hasil dari pengelolaan tanah tambak tersebut untuk 
madrasah, masjid, dan pondok pesantren. Dengan pembagian 
30% untuk madrasah, 15 % untuk masjid, 15% untuk pondok 
pesantren, dan sisanya 40% untuk pengembangan wakaf dengan 
maksud hasil tersebut dapat dibelikan tanah lagi.
3
 
Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh yayasan Al-
Muttaqin terhadap harta wakaf yang bernilai produktif seperti 
tambak dan sawah dengan sistem lelang.Sistem lelang 
dilaksanakan di Balai Desa Bulumanis Kidul agar lebih 
terjangkau dan dibarengkan dengan banda desa, karena peserta 
lelang tidak hanya kepada masyarakat desa bulumanis, tetapi 
lelang tersebut dibuka untuk umum. Sistem lelang ini 
                                                          
2
Wawancara dengan Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) pada 30 
Oktober 2016 
3
Ibid. 
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dilaksanakan dengan cara nadzir memberikan atau menawarkan 
harga awal atau harga dasar, kemudian peserta lelang 
dipersilahkankan untuk menawarkan harga lebih tinggi. Jika ada 
peserta yang memberikan harga paling tinggi, maka dialah 
pemenangnya dan pemenang lelang berhak menyewa harta wakaf 
tersebut dengan harga yang telah disepakati. Cara tersebut 
dianggap pengurus Yayasan dan Nadzir sebagai yang terbaik, 
karena dengan cara tersebut semua masyarakat dapat mempunyai 
kesempatan untuk menyewa tanah tersebut dan nadzir tidak akan 
menanggung rugi jika hasil dari pengelolaan tanah tambak 
tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan.
4
 
Lelang biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus atau 
September setiap tahunnya. Menurut warga desa tersebut masa 
tanam atau pembibitan harus dimulai bulan Oktober agar hasilnya 
dapat melimpah.
5
 
Tanah yang diwakafkan oleh H. Na’im tersebut awalnya 
dikelola oleh yayasan dan yang  menjabat sebagai Nadzir untuk 
mengelola tanah tambak tersebut yakni Drs. Ahmad Asrosi, H. 
                                                          
4
 Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) dan 
Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) pada 30 Oktober 2016 
5
Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) pada 
30 Oktober 2016 
73 
 
Abdul Majid, Hafid Yasin, Masturi Juremi, H. Ali Mahmud, dan 
Nadzir desa Pohijo.
6
 
Namun pada tahun 1992 tepatnya pada bulan September, 
seperti biasa yayasan melaksanakan lelang harta wakaf yang 
produktif, salah satunya adalah tanah tambak yang diwakafkan 
oleh H. Na’im. Setelah lelang dilaksanakan dan sudah ada 
pemenang lelang, ternyata tanah wakaf yang di desa Pohijo 
tersebut sudah terlebih dahulu disewakan kepada orang lain oleh 
wakif tanpa sepengetahuan yayasan dan nadzir.
7
Hingga terjadi 
masalah internal di yayasan, karena Wakif adalah salah satu 
pengurus masjid yang juga dikelola oleh yayasan. Bahkan pada 
tahun 1994 wakif usul kepada pengurus Yayasan untuk 
mengelola sendiri tanah wakaf tersebut pada rapat rutin pengurus 
yayasan dengan alasan tidak percaya pada kinerja nadzir yang 
mengelola tanah wakaf tersebut.
8
 
Yang dilakukan oleh wakif untuk mengelola tanah wakafnya 
sendiri bukan karena dirinya sendiri, tapi hal tersebut karena 
mendapat saran dari beberapa tokoh agama di desa tersebut. 
Ketidak cocokan cara pengelolaan dan pendistrubusian yang 
                                                          
6
 Berdasarkan Buku Tanah yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan 
Nasional pada 13 November 1991 
7
  Wawancara dengan Bapak Chafid Yasin (selaku Nadzir) pada 30 
September 2016 dan Bapak Masturi Juremi (selaku nadzir) pada 30 Oktober 
2016 
8
 Wawancara dengan Bapak Adib Luthfi (selaku sekretaris Yayasan) 
pada 30 September 2016 
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dilakukan oleh yayasan dan nadzir lah yang menjadi pangkal 
masalah. Wakif menginginkan distribusi hasil dari tanah wakaf 
tersebut untuk madrasah dan masjid sebagaimana yang tertera 
dalam sertifikat wakaf, 50% untuk madrasah dan 50% untuk 
masjid.
9
Wakif langsung memberikan hasil wakaf tersebut kepada 
bendahara madrasah dan masjid berupa uang tunai. 
Berbeda dengan yang dilakukan oleh pengurus yayasan, 
semua hasil dari lelang (semua tanah wakaf yang dikelola oleh 
yayasan) dibagi sesuai dengan porsi masing-masing peruntukkan, 
karena harta wakaf yang dikelola oleh yayasan peruntukkannya 
beda-beda, mayoritas untuk madrasah dan masjid. Semuanya 
diberikan kepada yang bersangkutan, untuk masjid diberikan 
kepada bendahara masjid, untuk pesantren diberikan kepada 
pengelola, dan seterusnya. Namun untuk madrasah tidak 
diberikan langsung kepada bendahara madrasah, tapi diberikan 
dalam bentuk barang. Yayasan akan memberikan barang yang 
dibutuhkan madrasah atau dalam bentuk bantuan. Contohnya 
membuat seragam untuk siswa, yang menanggung yayasan. 
Memberi subsidi atau bantuan dana untuk madrasah ketika 
mengadakan studytour dan lain-lain. Jika masih ada sisa setelah 
                                                          
9
 Wawancara dengan Bapak H. Na’im (selaku Wakif) pada 27 
November 2016 
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dibagi dan diberikan madrasah, sisa tersebut menjadi kas 
yayasan.
10
 
Tanah wakaf yang hingga sekarang masih dikelola oleh 
wakif tersebut mempunyai nilai tinggi jika dikelola sendiri, tanah 
wakaf tersebut pada tahun 2016 mendapatkan hasil Rp 
10.000.000 dari hasil sewa.
11
Jika dilelang bisa mendapatkan 
lebih, diperkirakan bisa mendapatkan harga Rp 12.000.000 – Rp 
13.000.000. Tanah wakaf tersebut bisa mendapatkan nilai lebih 
jika dikelola sendiri dengan laba bersih mencapai Rp25.000.000 
sampai Rp30.000.000.
12
 
 
C. Implikasi Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh Wakif di 
Desa Bulumanis Kidul Kec. Magoyoso Kab. Pati 
Kejadian penarikan kembali tanah wakaf di Indonesia 
banyak sekali terjadi, baik yang sudah bersertifikat maupun 
belum, hal ini terjadi karena lemahnya pengetahuan agama atau 
ekonomi ahli waris atau hal lain. 
                                                          
10
 Wawancara dengan Bapak Maftuhin (selaku Bendahara yayasan) 
dan Ibu Alif Chasanah (selaku Bendahara madrasah) pada 2 Desember 2016 
11
 Wawancara dengan Bapak H. Na’im (selaku Wakif) pada 27 
November 2016 
12
 Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris Desa) pada 
30 Oktober 2016.Hasil tersebut atas perkiran dan yang biasa terjadi didesa 
tersebut. 
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Berbeda dengan kasus lain, tanah wakaf yang di Pohijo ini 
telah ditarik kembali oleh wakif, namun hanya dalam hal 
pengelolaannya saja. Untuk distribusi hasil dari tanah tersebut 
tetap diberikan sesuai dengan yang diikrarkan. Wakif pun juga 
mengakui bahwa tanah tersebut telah diwakafkan, hanya saja 
wakif tidak mau tanah wakafnya dikelola oleh nadzir ataupun 
yayasan. Meskipun cara pengelolaannya sama, yaitu disewakan. 
Namun cara yang dilakukan nadzir dengan sistem lelang, harga 
sewanya dapat lebih tinggi dari akad sewa pada umumya, karena 
dengan lelang orang yang berkeinginan untuk menyewa tanah 
tersebut harus beradu harga tertinggi untuk bisa menyewa tanah 
wakaf tersebut. 
Wakif mengelola tanah wakafnya sendiri bukan karena tidak 
cocok dengan cara pengelolaan nadzir yang mengunakan sistem 
lelang tersebut, tetapi yang menjadi akar masalah wakif 
mengelola tanah wakafnya sendiri adalah cara distribusi yang 
dilakukan oleh nadzir sebagaimana yang telah diterangkan di 
atas. 
Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh wakif ini 
memiliki dampak. Dampak dari pengelolaan harta wakaf yang 
dilakukan oleh wakif, yaitu 
1. Harga sewa tanah wakaf tidak bisa mendapat harga yang 
maksimal. 
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Jika dikelola oleh nadzir harga sewa bisa lebih tinggi 
dari harga yang disewakan oleh wakif, karena nadzir 
menggunakan sistem lelang.Pada tahun 2016 hasil dari wakif 
hanya Rp 10.000.000, jika dikelola oleh nadzir diperkirakan 
bisa mendapatkan Rp 12.000.000 – Rp 13.000.000. 
2. Terjadi perselisihan antara wakif dan nadzir atau yayasan. 
Nadzir dan wakif berselisih pendapat.Nadir berpendapat 
seharusnya jika sudah diberikan kepada nadzir maka 
nadzirlah yang berhak untuk mengelola, sedangkan wakif 
mengatakan sama-sama disewakan kok,yang penting 
distribusi sesuai. 
3. Nadzir tidak dapat melaksanakan tugasnya. 
Karena tanah wakaf dikelola oleh wakif, maka nadzir 
tidak dapat melaksanakan tugasnya. Jika hal ini berjalan 
terus, yang terjadi  fungsi nadzir akan hilang. 
4. Tidak transparan 
Hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah wakaf 
tersebut tidak diberitahukan kepada yayasan oleh wakif yang 
bertindak sebagai pengelola. Wakif lansung membagi 
hasilnya ke madrasah dan masjid tanpa memberitahukan 
total yang diperolehnya. 
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Didalam Undang-undang belum ada yang mengatur boleh 
atau tidaknya wakif dalam mengelola harta wakafnya 
sendiri.Namun dalam fiqih mayoritas ulama mengatakan wakif 
tidak mempunyai hak dalam pengelolaan harta wakafnya sendiri. 
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BAB IV 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN 
HARTA WAKAF YANG DILAKUKAN OLEH  
WAKIF DI DESA BULUMANIS KIDUL   
KEC. MARGOYOSO KAB. PATI 
 (PERSPEKTIF FIQIH DAN UNDANG-UNDANG) 
 
A. Analisis Praktik Pengelolaan Harta Wakaf yang dilakukan oleh 
Wakif di Desa Bulumanis Kidul Kec. Margoyoso Kab. Pati  
Harta bendayang telah diwakafkan oleh wakif 
(perseorangan, organisasi, badan hukum) sejak diwakafkan pada 
dasarnya adalah milik publik.Sebagaimana disebutkan pasal 1 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakif adalah pihak yang 
mewakafkan harta benda miliknya, sedangkan pihak yang 
menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan 
dikembangkan sesuai dengan peruntukannya adalah nadzir. 
Dengan adanya nadzir, nadzir mempunyai peran dan fungsi 
terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pendayagunaan harta wakaf 
serta melindunginya agar tujuan wakaf sebagaimana yang di 
ikrarkan oleh wakif demi kemaslahatan umat dapat tercapai. 
Oleh karena itu, agar tujuan perwakafan tercapai, peran 
pengelola atau nadzir sebagai suatu kesatuan organisasi dapat 
mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, maka penting 
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adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.Untuk 
menumbuhkembangkan harta wakaf agar menjadi produktif dan 
berdayaguna, maka diperlukan para pengelola yang amanah, 
jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentunya profesional, 
sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing. 
Dalam pemberdayaan tanah wakaf, nadzir perseorangan, 
organisasi maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip 
manajemen dengan menjunjung tinggi kaidah al maslahah 
(kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf 
dapat dikelola secara profesional.Secara sederhana, nadzir 
merupakan seorang manajer yang perlu melakukan usaha serius 
dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan 
program kerja yang telah disepakati, sehingga kesan asal-asalan 
yang selama ini menghinggap pada nadzir ini dapat ditepis.Jika 
menengok pengalaman negara Mesir dalam pengelolaan wakaf di 
antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam 
mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat 
diidentifikasikan dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan 
pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya. 
Terbentuknya forum nadzir di tiap Kankemenag 
kabupaten/kota merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai 
regulator dan motivator lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-
masing daerah. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf produktif, 
Nadzir dapat melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama 
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atau kemitraan dengan pihak ketiga atau investor, baik dalam 
negeri maupun luar negeri. Pola kemitraan tersebut tentu harus 
tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkait dengan 
peraturan perundang-undangan wakaf. Hal tersebut dimaksudkan 
agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik dan dapat 
dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 5 
menegaskan: 
1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
berhenti dari kedudukannya apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. berhalangan tetap; 
c. mengundurkan diri; atau 
d. diberhentikan oleh BWI. 
2) Berhentinya salah seorang Nadzir Perseorangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan 
berhentinya Nadzir Perseorangan lainnya. 
Sebagaimana telah dijelaskan pada bab III, bahwa wakif 
telah mengelola harta yang telah diwakafkannya. Didalam 
Undang-undang belum menjelaskan boleh  atau tidak bolehnya 
wakif untuk mengelola harta wakafnya sendiri, meskipun 
demikian jika melihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 
pasal 11 yang menerangkan tugas nadzir. Nadzir mempunyai 
tugas : 
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a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya 
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia 
Dari pasal di atas telah dijelas kewajiban nadzir. Hal itu 
menjadikan yang mempunyai kewenangan dalam mengelola harta 
wakaf adalah nadzir. Fiqih juga menjelaskan, meskipun terjadi 
perbedaan pendapat. Dalam masalah hak wakif menjabat sebagai 
nadzir terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. 
a. Pendapat ulama Hanafiyah 
Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para Ulama 
Hanafiyah.Secara umum pendapat ulama Hanafiyah terbagi 
menjadi dua kelompok.Pertama, pendapat Abu Yusuf, ia 
berpendapat bahwa hak pengelolaan atas harta wakaf ada 
pada wakif, baik wakif mensyaratkan perwalian untuk 
dirinya ketika menyerahkan harta wakaf ataupun tidak. 
Kedua, pendapat Muhammad, ia berpendapat bahwa hak 
pengelolaan harta wakaf ada pada wakif, namun dengan 
syarat menetapkan hal itu untuk dirinya ketika melakukan 
akad wakaf. Apabila ia tidak mensyaratkan hal tersebut, 
83 
 
maka ia tidak ada hak bagi dirinya atas harta wakaf tersebut 
setelah ia serahkan kepada nadzir.
1
 
b. Pendapat Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 
Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah semuanya bersepakat 
bahwa hak perwalian tidak diberikan kepada wakif, 
kecualijika wakif mensyaratkan dirinya sendiri ketika akad 
wakaf.Jika wakif telah mensyaratkan hak perwalian pada 
dirinya, maka syaratnya harus diterima dan diikuti.Jika 
terjadi demikian, maka wakif tidak diperbolehkan 
menetapkan atau mengambil bagian untuknya dari hasil 
harta wakaf tersebut.
2
 
c. Pendapat Ulama Malikiyah 
Ulama Malikiyah melarang seseorang untuk mewakafkan 
harta miliknya kepada dirinya sendiri, karena ulama 
Malikiyah mensyaratkan adanya hijazah (serah terima harta 
wakaf kepada nadzir atau mauquf alaih), jika seseoarang 
mewakafkan harta milinya, ia tidak mendapatkan hak 
perwalian atas harta wakaf tersebut.
3
 
Dari pendapat mayoritas ulama diatas mengatakan bahwa 
wakif boleh mengelola harta wakafnya, dengan syarat wakif 
mengatakan bahwa harta wakaf tersebut akan dikelola sendiri 
                                                          
1
Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Penerjemah: 
Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, Jakarta; Dompet Dhuafa 
Republika dan IlMaN, 2004, hal 432-434 
2
Ibid., hal 436 
3
Ibid., hal 439 
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pada saat akad wakaf dilaksanakan. Jika wakif tidak mengatakan 
akan mengelola tanah wakafnya sendiri pada saat akad wakaf 
dilaksanakan, maka wakif tidak diberbolehkan untuk mengelola 
tanah wakafnya sendiri. 
Yang dilakukan oleh wakif ini bisa menjadi yang terbaik jika 
hasil pengelolaan atau sewa lahan di beritahukan secara 
transparan, namun yang dilakukan wakif ini tidak transparan hasil 
pengelolaan atau sewa tanah wakaf tersebut.Wakif langsung 
memberikan hasil tersebut kepada bendahara madrasah dan 
masjid tanpa memberitahukan hasil secara keseluruhan.Nadzir 
atau pengelola harus amanah, hal tersebut dapat dilihat dalam 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 10. 
1) perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a 
hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Beragama Islam 
c. Dewasa 
d. Amanah 
e. Mampu secara jasmani dan rohani 
f. Tidak terhalang melaukan perbuatan hukum 
Mengapa bisa dikatakan tidak amanah, karena hasil yang 
diperoleh dari tanah wakaf tersebut pada tahun 2016 ini mencapai 
Rp. 10.000.000, namun yang diberikan wakif kepada madrasah 
85 
 
dan masjid masing-masing Rp. 3.000.000, berarti hanya Rp 
6.000.000 yang berikan. Berarti ada Rp. 4.000.000 yang tidak 
didistribusikan atau tidak jelas, karena wakif telah mengatakan 
membagi masing-masing dari madrasah dan masjid 50%, 
Seharusnya masing-masing mendapatkan Rp 5.000.000. Jikapun 
wakif diperbolehkan menerima sebagian hasilnya atau menerima 
upah dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukannya, hanya bisa 
disamakan nadzir yang hanya diperbolehkan memperoleh 
maksimal 10% dari hasil pengelolaan harta wakaf tersebut, 
sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 41 Tahun 2004 
pasal 12 bahwa : dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 11, nadzir dapat menerima imbalan dari 
hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda 
wakaf yang besarnya tidak lebih dari 10% (sepuluh persen), tetapi 
menurut ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, wakif yang mengelola 
tanah wakafnya sendiri tidak diperbolehkan mengambil bagian 
untuk dirinya. 
Menurut penulis, pendistribusian harta wakaf seharusnya 
diberikan lansung ke peruntukan yang telah ditetapkan. Melihat 
dari apa yang dilakukan oleh nadzir yang memberikan bagian 
untuk madrasah dengan tidak lansung kepada pengurus madrasah 
secara utuh tetapi dengan memberikan nominalyang sesuai 
dengan barang yang dibutuhkan madrasah. Dalam hal ini penulis 
lebih condongsetuju dengan apa yang dilakukan oleh wakif, 
wakif memberikan langsung kepada pengurus madrasah dan 
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masjid, namun yang dilakukan oleh wakif ini akan lebih baik jika 
wakif memberikan secara utuh dan transparan. Menurut penulis, 
pendistribusian hasil pengelolaan harta wakaf sebaiknya 
diberikan langsung ke peruntukan yang telah ditetapkan, karena 
madrasah dan masjid masing-masing juga memiliki pengurus 
yang bisa mengelola uang yang diberi pengurus yayasan dari 
hasil pengelolaan harta wakaf. 
Sementara dalam hal diperbolehkannya seorang nadzir atau 
pengelola mengambil upah dari harta wakaf sebagaimana telah 
disebutkan dalam UU No 41 Tahun 2004 pasal 11 yang 
menyatakan bahwa seorang nadzir dapat menerima imbalan dari 
hasil pengelolaan harta wakaf maksimal 10% dari hasil wakaf. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil yang diperoleh dari wakaf 
yang dikelola oleh wakif tersebut adalah Rp10.000.000, sehingga 
wakif hanya boleh mengambil upah atas jerih payahnya sebesar 
maksimal Rp 1.000.000 saja. Hal tersebut tentu masih menjadi 
pertanyaan tentang bagaimana transparansi dari hasil tersebut 
karena masih ada Rp3.000.000 harta yang belum diketahui 
dengan jelas pendistribusiannya.Menurut penulis, pengelolaan 
tersebut sah-sah saja jika dilakukan dengan benar. Artinya hasil 
yang diperoleh tersebut dicatat atau dibuat laporan dengan jelas 
dan detail sehingga tidak ada kesan adanya harta yang 
disembunyikan. Jika semuanya dicatat dengan jelas dan 
dibukukan dengan detail, maka tidak akan ada perselisihan antara 
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pengurus yayasan dengan wakif dan wakaf tersebut dapat 
didistribusikan sebagaimana peruntukan yang seharusnya. 
Kritik terhadap kas dari sisa pendistribusian hasil 
pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh pengurus yayasan ini 
menurut penulis boleh saja dilakukan, tapi lebih baik lagi jika 
pengambilan untuk kas yayasan sebelum di berikan atau 
dibagikan ke peruntukannya. Jadi prinsipnya peruntukan wakaf 
itu boleh dilebarkan, dalam artian peruntukan wakaf akan lebih 
bemanfaat jika peruntukan wakaf bisa digunakan untuk yang lain 
juga, dengan syarat peruntukan yang telah ditetapkan haknya 
sudah terpenuhi. 
B. Analisis Implikasi Hukum Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf 
yang dilakukan oleh Wakif di Desa Bulu Manis Kidul Kec. 
Margoyoso Kab. Pati  
Kasus yang biasa terjadi pada wakaf yaitu wakif atau ahli 
waris menarik kembali tanah wakaf, namun yang terjadi di desa 
Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kab.Pati ini sedikit 
berbeda.Wakif mengelola sendiri tanah wakafnya setelah ±20 
tahun dikelola oleh nadzir. Meskipun dikelola oleh wakif, 
peruntukkan wakaf yaitu madrasah dan masjid tetap mendapatkan 
sebagian dari hasil pengelolaan. 
Cara pengelolaan yang dilakukan oleh yayasan dan wakif 
sama yaitu disewakan, namun yang dilakukan yayasan 
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mempunyai keunggulan, karena menggunakan sistem lelang. 
Dengan sistem lelang tersebut harga sewa akan menjadi lebih 
tinggi dibandingkan dengan sewa perseorangan. 
Peristiwa ini menjadikan nadzir tidak dapat melaksanakan 
tugasnya, didalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 
11 menerangkan tugas nadzir.Nadzir mempunyai tugas : 
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf 
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya 
c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf 
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf 
Indonesia 
Karena wakif mengelola tanah yang telah diwakafnya atau 
mengambil alih tugas nadzir, nadzir tidak dapat melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan Undang-undang diatas, sama saja nadzir 
telah diberhentikan oleh wakif. Padahal dalam PP Nomor 42 
Tahun 2006  pasal 5 ayat 1 telah menjelaskan bahwa nadzir dapat 
diberhentikan dari kedudukannya apabila : 
a. Meninggal dunia 
b. Berhalangan tetap 
c. Mengundurkan diri 
d. Diberhentikan oleh BWI 
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Meskipun ada nadzir yang sudah meninggal dunia, tapi hal 
tersebut tidak dapat memberhentikan nadzir, karena dalam PP 
Nomor 42 Tahun 2006  pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa 
berhentinya salah seorang nadzir perseorangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat 1 tidak mengakibatkan berhentinya nadzir 
perseorangan yang lainnya. Didalam pasal 6 ayat 4 juga 
menjelaskan ”Apabila Nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 
sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, 
maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul 
Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk 
pemberhentian dan penggantian Nadzir. 
Peralihan suatu perbuatan dari yang seharusnya tentu akan 
memberikan dampak hukum yang berbeda pula. Menurut 
ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang disebutkan bahwa 
wakaf dapat dikelola oleh nadzir sebagai seseorang yang diberi 
wewenang untuk memperdayakan wakaf. Nadzir diberi hak untuk 
mengelola harta wakaf dengan cara yang baik sehingga wakaf 
dapat berkembang dan hasilnya diberikan sesuai dengan 
peruntukannya. Jumhur ulama membatasi bahwa wakaf boleh 
dikelola oleh nadzir hanya apabila wakif menyebutkan syarat 
tersebut pada saat ikrar wakaf diucapkan. Hal ini memberikan 
pengertian bahwa jika pada saat ikrar wakaf pewakif tidak 
menyebutkan syarat bahwa dia yang akan mengelola wakaf 
tersebut, maka hal tersebut memberikan hukum bahwa dia tidak 
boleh mengambil alih pengelolaan harta wakaf dari nadzir. Akan 
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tetapi realita yang terjadi tidaklah demikian. Wakif mengambil 
alih pengelolaan harta wakaf dengan alasan bahwa adanya 
ketidakpercayaan terhadap kinerja nadzir dan cara pendistribusian 
hasil wakaf oleh nadzir. 
Berdasarkan alasan tersebut, wakif mengambil alih 
pengelolaan dan mengelola harta wakaf tersebut sendiri serta 
membagikan hasilnya langsung kepada madrasah dan masjid. 
Berdasarkan uraian diatas, proses pengambil alihan pengelolaan 
dari nadzir ke wakif tersebut tidaklah tepat karena pada saat akad 
tidak disebutkan bahwa wakif akan bertanggungjawab mengelola 
harta wakaf tersebut. Karena jumhur ulama juga sudah 
menyebutkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh wakif hanya 
boleh dilakukan jika pada saat akad disebutkan syarat tersebut. 
Akan tetapi wakif tidak menyebutkan hal tersebut dan langsung 
menyewakan tanah wakaf tersebut kepada orang lain tanpa 
adanya musyawarah terlebih dahulu dengan nadzir. Bahkan wakif 
menyewakan tanah tersebut tanpa memberi tahu kepada nadzir 
terlebih dahulu.Hal ini tentu dapat merusak esensi dari wakaf itu 
sendiri. 
Kejadian wakif mengelola harta wakafnya sendiri ini tidak 
sah atau tidak diperbolehkan, karena melihat dari hukum normatif  
yang berlaku di Indonesia bahwa wakif merebut kewenangan 
nadzir, dan dalam fiqih keharusan adanya pernyataan akan 
mengelola tanah wakafnya sendiri jika ingin mengelola harta 
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wakafnya. Kejadian tersebut juga berdampak negatif  seperti 
yang telah dijelaskan di atas. Hal tersebut juga berbuntut pada 
pengelolaannya yang dilakukan dengan cara sewa. Barang yang 
disewakan harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau 
orang yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Benda ini 
dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang 
menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam hukum.  
Sedangkan tanah yang telah disewakan oleh wakif ini adalah 
berubah menjadi milik publik, karena semua harra yang telah 
diwakafkan adalah milik Allah. Dengan demikian, sewa 
menyewa yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki 
kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya dalam hal ini 
adalah wakif, maka akad tersebut tidak dapat menjadikan sah 
akad sewa menyewa tersebut. 
Melihat kejadian tersebut penulis menyimpulkan bahwa 
wakif dan nadzir sama-sama salah. Nadzir tidak mendistribusikan 
hasil wakaf tidak sesuai dengan yang diinginkan wakif, jikapun 
ingin memberikan selain dari peruntukan seharusnya ada ijin ke 
wakif, dan yang dilakukan oleh wakif ini tidak sesuai dengan 
undang-undang yang berlaku dan ketentuan hukum Islam, 
pertama wakif telah memberhentikan nadzir, padahal jelas 
didalam undang-undang sudah mengatur bagaimana nadzir dapat 
diberhentikan. Dalam hukum Islam juga disebutkan bahwa 
pengelolaan harta wakaf tidak boleh dilakukan oleh wakif sendiri 
kecuali telah disebutkan syarat tersebut pada saat akad 
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berlangsung.Kedua, yang berhak memberhentikan dan mengganti 
nadzir adalah BWI atas usulan dari kepala KUA atau usulan dari 
wakif atau ahli warisnya. Seharusnya yang dilakuakn wakif 
adalah melaporkan kepada BWI atau KUA jika ada hal-hal yang 
dilakukan oleh nadzir yang dianggap melanggar peraturan.  
Jika pengelolaan wakaf dilaksanakan sesuai Undang-undang 
atau prosedur yang ada, maka pengelolaan wakaf tidak akan 
terjadi masalah seperti yang telah dipaparkan diatas.  
Berikut ini juga penulis jelaskan perbedaan pengelolaan 
harta wakaf yang dilakukan oleh wakif dan nadzir. 
 Wakif Nadzir Pendapat Penulis 
Cara 
pengelolaan 
Pengelolaanya 
dengan cara 
disewakan lansung 
kepada 
perseorangan,
4
 hal ini 
membuat harga sewa 
tidak bisa 
mendapatkan 
setinggi harga sewa 
Pengelolaannya 
dengan cara 
disewakan, dan 
menggunakan 
sistem lelang,
5
 hal 
ini menjadikan 
harga sewa menjadi 
lebih tinggi. 
Bagaimanapun cara 
yang digunakan 
dalam pengelolaan 
harta wakaf, harus 
mendapatkan  
keuntungan, karena 
prinsip wakaf, wakaf 
harus dapat dipetik 
manfaatnya. 
                                                          
4Wawancara dengan Bapak H. Na’im (selaku Wakif) pada 27 
November 2016 
5
Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) dan 
Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) pada 30 Oktober 2016 
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yang menggunakan 
sistem lelang. 
 
 
 
 
 
 
Hak 
pengelolaan 
Wakif adalah pihak 
yang mewakafkan 
harta benda 
miliknya.  
Nadzir adalah 
pihak yang 
meerima harta 
benda wakaf dari 
wakif untuk 
dikelola dan 
dikembangkan 
sesuai dengan 
peruntukannya 
Melihat dari 
definisinya, pihak 
yang berhak 
mengelola harta 
wakaf adalah nadzir. 
Meskipun di dalam 
Undang-undang 
belum ada yang yang 
mengatur boleh atau 
tidaknya wakif 
mengelola tanah 
wakafnya sendiri. 
Namun di dalam fiqih 
sudah mengatur hal 
tersebut, mayoritas 
Ulama fiqih 
mengatakan  wakif 
boleh mengelola 
tanah wakafnya 
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sendiri,dengan syarat 
wakif menyatakan 
akan mengelola tanah 
wakafnya sendiri 
pada saat akad wakaf 
dilaksanakan.  
 
 
Pendistribusi
an hasil 
pengelolaan 
harta wakaf 
Wakif 
mendistribusikan 
hasil pengelolaan 
harta wakaf dengan 
cara memberikan 
langsung kepada 
bendahara madrasah 
dan bendahara 
masjid. Keterangan 
dari wakif, ia 
memberikan hasilnya 
ke madrasah dan 
masjid masing-
masing 50%
6
, namun 
yang terjadi tidak 
Pendistrisbusian 
yang dilakukan 
oleh nadzir yaitu 
membagi hasil 
pengelolaan  
masing-masing 
50%, dan yang 
masjid langsung 
diberikan kepada 
bendahara masjid. 
Bagian untuk 
madrasah tetap 
dibawa bendahara 
yayasan dan akan 
diberikan dalam 
Hasil pengelolaan 
harta wakaf 
seharusnya 
didistribusikan sesuai 
dengan 
peruntukkannya yang 
telah ditetapkan oleh 
wakif. 
Wakif seharusnya 
transparan ketika 
mengelola tanah 
wakafnya sendiri. 
Jika wakif dapat 
transparan dan 
membagikan hasilnya 
                                                          
6Wawancara dengan Bapak H. Na’im (selaku Wakif) pada 27 
November 2016 
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demikian. Wakif 
juga tidak transparan  
berapa jumlah hasil 
dari pengelolaan atau 
sewa tanah wakaf 
tersebut 
bentuk barang jika 
madrasah 
membutuhkan 
sesuatu. Setelah 
diberikan 
semua,jika masih 
ada sisa, sisa 
tersebut menjadi 
kas yayasan.
7
 
sesuai dengan 
peruntukan yang 
telah ditetapkan, bisa 
jadi yang dilakukan 
oleh wakif lebih baik 
dari padayang 
dilakukan oleh nadzir 
atau yayasan, karena 
yang dilakukan 
yayasan tidak 
memberikan lansung 
kepada yang berhak 
dalam hal ini adalah 
bendahara madrasah 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
Wawancara dengan Bapak Maftuhin (selaku Bendahara yayasan) dan 
Ibu Alif Chasanah (selaku Bendahara madrasah) pada 2 Desember 2016 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Dari analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya 
dapat ditarik kesimpulan tentang pengelolaan harta wakaf 
yang dilakukan oleh wakif di Desa Bulumanis Kidul  Kec. 
Margoyoso Kab. Pati. Kesimpulan tersebut bahwa kasus yang 
terjadi di Yayasan Al-Muttaqin Bulumanis Kidul merupakan 
salah satu kasus dalam dunia perwakafan. Yaitu 
pengambilalihan pengelolaan harta wakaf oleh wakif. Sebab 
alasan ketidakpercayaan wakif dalam pengelolaan wakaf yang 
dikelola oleh yayasan atau nadzir. Maka dapat disimpulkan 
oleh penulis sebagai berikut: 
1. Dalam hukum normative Undang-undang belum 
menjelaskan boleh  atau tidak bolehnya wakif untuk 
mengelola harta wakafnya sendiri, meskipun demikian 
jika melihat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 
11 yang menerangkan tugas nadzir. Dari pasal tersebut 
telah dijelas kewajiban nadzir. Hal itu menjadikan wakif 
telah merebut kewenangan nadzir dalam mengelola harta 
wakaf adalah nadzir. Menurut Jumhur ulama 
menyebutkan bahwa pengelolaan harta wakaf oleh wakif 
hanya boleh dilakukan jika pada saat akad syarat 
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disebutkan dalam sighat ikrar wakaf (wakif ikut serta 
mengelola harta wakaf). Akan tetapi dalam realitanya 
wakif tidak menyebutkan hal tersebut ketika ikrar wakaf 
dilaksanakan, dan langsung mengambilalih pengelolaan 
harta yang telah diwakafkan kepada yayasan Al-Muttaqin 
setelah kurang lebih 20 tahun telah dikelola oleh Nadzir. 
Melihat dari fenomena tersebut, secara langsung wakif 
telah memberhentikan tugas nadzir meskipun secara sah 
nadzir masih memiliki wewenang dalam pengelolaan 
tanah wakaf.  Hal ini juga tidak sesuai dengan undang-
undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 menerangkan 
tugas nadzir dan PP Nomor 42 Tahun 2006  pasal 5 ayat 
1 dan 2 tentang pemberhentian kedudukan nadzir. 
2. Kejadian wakif mengelola harta wakafnya sendiri ini 
tidak sah atau tidak diperbolehkan, karena melihat dari 
hukum yang berlaku di Indonesia bahwa wakif merebut 
kewenangan nadzir, dan dalam fiqih keharusan adanya 
pernyataan akan mengelola tanah wakafnya sendiri jika 
ingin mengelola harta wakafnya. Kejadian tersebut juga 
berdampak negatif  seperti yang telah dijelaskan di atas. 
Hal tersebut juga berbuntut pada pengelolaannya yang 
dilakukan dengan cara sewa. Barang yang disewakan 
harus dimiliki oleh orang yang menyewakan atau orang 
yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Benda ini 
dalam arti kepemilikan asli dari orang atau lembaga yang 
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menyewakan, yang memiliki status yang sah dalam 
hukum.  Sedangkan tanah yang telah disewakan oleh 
wakif ini adalah berubah menjadi milik publik, karena 
semua harra yang telah diwakafkan adalah milik Allah. 
Dengan demikian, sewa menyewa yang dilakukan oleh 
orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan 
oleh pemiliknya dalam hal ini adalah wakif, maka akad 
tersebut tidak dapat menjadikan sah akad sewa menyewa 
tersebut. 
Pada dasarnya esensi harta wakaf adalah harta milik 
pribadi yang diberikan kepada pihak lain atau lembaga yang 
secara kepemilikannya adalah menjadi milik umum yang 
diperuntukkan maslakhah ummat. Dan nadzir sebagai si 
pengelola harta wakaf tersebut. Begitu juga unsur dan syarat-
syarat wakaf, harus sesuai dengan undang-undang yang 
berlaku dan atas kesepakatan jumhur ulama’. Sebagai manusia 
yang awam, ittiba’ pendapat ulama’ adalah cara yang aman 
untuk menjalankan fiqih dalam hidup kita.  
Dalam penelitian ini, peralihan suatu perbuatan dari yang 
seharusnya tentu akan memberikan dampak hukum yang 
berbeda pula. Menurut ketentuan hukum Islam dan Undang-
Undang disebutkan bahwa wakaf dapat dikelola oleh nadzir 
sebagai seseorang yang diberi wewenang untuk 
memperdayakan wakaf. Nadzir diberi hak untuk mengelola 
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harta wakaf dengan cara yang baik sehingga wakaf dapat 
berkembang dan hasilnya diberikan sesuai dengan 
peruntukannya. Jumhur ulama membatasi bahwa wakaf boleh 
dikelola oleh nadzir hanya apabila wakif menyebutkan syarat 
tersebut pada saat ikrar wakaf diucapkan. 
B. SARAN 
Berdasarkan data dan informasi yang telah didapat oleh 
penulis, maka penulis hendak memberikan saran-saran kepada 
pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, yaitu:  
1) Dalam pengelolaan harta wakaf di yayasan Al-Muttaqin 
desa Bulumanis Kidul kec. Margoyoso Kab. Pati, 
hendaknya nadzir harus menjalankan tugasnya secara 
benar dan transparan sesuai dengan peraturan undang-
undang yang berlaku. Menempatkan secara adil 
peruntukan harta wakaf yang diberikan wakif kepada 
nadzir sesuai ikrar yang dikehendaki pewakif. Pencatatan 
oleh nadzir atau pengurus yayasan Al-Muttaqin mengenai 
hasil wakaf, peruntukan wakaf, dan apa saja yang 
kaitannya dengan operasional wakaf harus diperinci 
secara jelas dan detail untuk menghindari 
ketidakpercayaan pewakif dalam mengelola harta wakaf. 
Serta memberikan transparansi informasi kepada seluruh 
stakeholder agar terjalin hubungan yang  baik dan saling 
percaya. 
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Melihat fenomena adanya pengelolaan harta wakaf 
yang dilakukan oleh wakif, salah satu hal yang harus 
dilakukan oleh kedua belah pihak (nadzir dan wakif) 
adalah membuat musyawarah bersama terkait kasus ini 
agar tidak larut dan hilang ditelan masa. Tanpa adanya 
musyawarah bersama dalam penyelesaian kasus ini, maka 
akan ada masalah sosial, sakit hati, dan ketidakjelasan 
pengelolaan wakaf secara terus menerus. Begitu pula 
dengan wakif hendaknya memberikan kejelasan dan 
transparansi hasil wakaf yang dikelola sendiri  kepada 
nadzir atau yayasan. Dengan begitu jikalau wakif tetap 
ingin mengelola harta wakafnya, yayasan Al-Muttaqin 
tetap memiliki dan mengetahui data seluruh tanah wakaf. 
 
2) Untuk akademik penelitian dengan tema tersebut 
diharapkan dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan 
objek dan sudut pandang yang berbeda dan lebih ilmiah 
sehingga dapat memperkaya khasanah kajian ilmu Ahwal 
Asy-Syahksiyah, serta lebih teliti dalam meninjau kasus 
yang ada, dan menyelesaikan kasus dengan bijak. 
 
C. PENUTUP 
Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta ridha-Nya 
penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam 
rangka penyusunan skripsi “Pengelolaan Harta Wakaf  yang 
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dilakukan oleh Wakif di Desa Bulumanis Kidul  Kec. 
Margoyoso Kab. Pati” dengan lancar. Shalawat dan salam 
kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah memberikan 
teladan dalam mengarungi kehidupan. Sukran Jaziilan untuk 
bapak, ibu, dan segenap keluarga yang selalu mendo’akan dan 
mendukung penulis dalam merampungkan skripsi.  
Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari 
sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik menyangkut 
isi maupun bahasanya. Oleh karena itu segala saran, masukan, 
arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. 
Untuk kemajuan dan kesempurnaan dalam penulisan 
selanjutnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya 
pada diri penulis. Amin. 
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C. Wawancara 
Wawancara dengan Bapak Adib Luthfi (selaku sekretaris Yayasan) 
Wawancara dengan Bapak Chafid Yasin (selaku Nadzir)  
Wawancara dengan Bapak H. Na‟im (selaku Wakif) 
Wawancara dengan Bapak Maftuhin (selaku Bendahara yayasan)  
Wawancara dengan Bapak Masturi Juremi (selaku Nadzir) 
Wawancara dengan Bapak Siswanto (selaku Sekretaris desa) 
Wawancara dengan Ibu Alif Chasanah (selaku Bendahara madrasah) 
 
DATA WAWANCARA 
Narasumber : Bapak Masturi Juremi (nadzir) 
Waktu  : Minggu, 30 Oktober  2016 Pukul 11.00-13.00 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Masturi Juremi 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Saya mau Tanya tentang wakaf di 
desa ini pak 
Ya, monggo 
2 Katanya tanah wakafnya pak naim 
dikelola sendiri pak? 
Iya mas 
3 Itu sebenarnya yang mewakafkan 
pak naim atau bapaknya pak naim 
pak? 
Dulu itu tanahnya bapaknya, 
namanya pak esran, beliau termasuk 
orang yang punya tanah banyak. 
Setelah pak esran meninggal, pak 
naim diberi saran sama tokoh-tokoh 
untuk sebagian tananhya di 
wakafkan. Jadi yang mewakafkan pak 
naim sendiri. 
4 Cara pengelolaan harta wakaf yang 
dilakukan yayasan bagaimana pak? 
Dengan cara dilelang mas, nanti yang 
menang lelang punya hak untuk 
mengelolatanah wakaf itu. Kalau 
lelang harga bisa tinggi mas, beda 
dengan sewa biasa. 
5 Lha itu tanah wakafnya pak naim 
dikelola sendiri mulai kapan pak? 
Sudah lama mas, Tanya pak adib saja, 
datanya ada di pak adib. 
6 Pengalihan pengelolaannya itu 
bagaimana pak? 
Jadi dulu mas, pada waktu itu 
diadakan lelang seperti biasa dan 
ditemukan pemenang lelang. Setelah 
beberapa hari( waktu pelunasan), si 
pemenang lelang protes, kok katanya 
tanahnya sudah ada yang menyewa, 
ternyata yang menyewakan tanah 
tersebut pak naim. 
 
Narasumber, 
 
(Masturi Juremi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA WAWANCARA 
Narasumber : Bapak Chafidh Yasin (nadzir) 
Waktu  : Jum’at, 30 September  2016 Pukul 15.30-16.30 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Chafidh Yasin 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Tanah wakafnya pak naim itu benar 
dikelola sendiri pak? 
Iya mas 
2 Kok bisa dikelola sendiri itu 
bagaimana pak? 
Alasanya tidak percaya sama nadzir 
mas 
3 Pengalihan pengelolaannya itu 
bagaimana pak? 
Jadi dulu mas, pada waktu itu 
diadakan lelang seperti biasa dan 
ditemukan pemenang lelang. Setelah 
beberapa hari( waktu pelunasan), si 
pemenang lelang protes, kok katanya 
tanahnya sudah ada yang menyewa, 
ternyata yang menyewakan tanah 
tersebut pak naim. 
   
 
Narasumber, 
 
(Chafidh Yasin) 
 
 
DATA WAWANCARA 
Narasumber : Bapak Siswanto (Sekretaris Desa) 
Waktu  : Minggu, 30 Oktober 2016 Pukul 08.00-10.00 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Siswanto 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Lelang sewa tanah wakaf 
dilaksanakan pada bulan apa pak? 
Kira-kira agustus sampai September 
mas, dibarengkan sama lelang banda 
desa 
2 Kenapa bulan tersebut pak? Karena bulan oktober dalam 
perhitungan petani, itu masa paling 
bagus dalam mulai pembibitan. 
3 Saya mau Tanya tentang tanah 
wakafnya pak naim pak? 
Iya, bagaimana? 
4 Kalu diperkirakan tanah seluas 
16.600   disewakan bisa dapat 
berapa pak? 
Ya sekitar 12-13 juta mas 
5 Kalau dikelola sendiri? Sekitar 25 -27 juta mas, 
bersih.(setelah dihitung dengan 
perkiraan pak siswanto sendiri) 
 
Narasumber, 
 
(Siswanto) 
 
 
DATA WAWANCARA 
Narasumber : Bapak Maftuhin (bendahara yayasan) 
Waktu  : Jum’at, 02 Desember  2016 Pukul 08.30 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Maftuhin 
 
No. Pertanyaan Jawaban 
1 Saya mau Tanya tentang 
pengelolaan wakaf yang dilakukan 
yayasan pak? 
Iya, monggo 
2 Kalau yayasan pengelolaanya 
dikelola oleh nadzir atau bagaimana 
pak ? 
Kalau yayasan dilelang mas, yang 
menang yang nyewa. 
3 Pembagiannya bagaimana pak? Kalau pembagian, setelah dibagi 
sesuai peruntukan, lansung diberikan 
kepada yang bersangkutan. Kecuali 
madrasah mas, madrasah itu diberi 
sesuai dengan yang dibutuhkan. 
Seperti study tour, perpisahan, dan 
lain-lain. 
Nanti kalau ada sisa dimasukan kas 
yayasan, ya buat ke notaris mas, 
kemarin juga baru saja ke notaris. 
   
 
Narasumber, 
 
(Maftuhin) 
DATA WAWANCARA 
Narasumber : Bapak Adib Luthfi (sekretaris yayasan) 
Waktu  : Minggu, 30 Oktober 2016 Pukul 08.30 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Adib Luthfi 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Al-Muttaqin sebagai yayasan 
yang juga mengelola harta 
wakaf dari warga desa 
Bulumanis Kidul, ada berapakah 
jumlah harta wakaf yang 
dikelola? 
Banyak mas, ini ada datanya mas (sambil 
memberikan data)  
2 Diperuntukkan untuk apa saja 
hasil wakaf di yayasan Al-
Muttaqin? 
Sesuai ikrar saat wakif menyerahkan 
tanah wakaf pada kami, bermacam-
macam, seperti peruntukan keperluan 
masjid, madrasah, musholla, yang 
kebanyakan berkaitan dengan kebutuhan 
sosial dan sarana ibadah di Desa 
Bulumanis Kidul 
4 Adakah harta wakaf yang 
produktif dan tidak produktif? 
Berapa masing-masing? 
Ada, sebagian besar tanah wakaf yang 
produktif ya seperti tambak dan sawah. 
Untuk berapa jumlahnya saya lupa, 
karena ada juga tanah yang tidak 
produktif. 
5 Bagaimana cara mengelola harta 
wakaf yang produktif di yayasan 
al-Muttaqin? 
Kami selaku pengurus, biasanya tanah 
produktif disewakan dengan cara 
dilelang, dari hasil lelang nanti 
ditasharufkan sesuai dengan ikrar dari 
pada wakif. 
6 Siapa saja yang berhak 
mengikuti lelang sewa harta 
wakaf yayasan al-Muttaqin? 
Umum, boleh warga Bulumanis Kidul 
maupun luar Bulumanis Kidul 
7 Adakah hal yang tidak 
seharusnya terjadi dalam 
pengelolaan wakaf? 
Ada, disini ada wakaf yang diambil alih 
sendiri oleh wakifnya. Dia mengelola 
tanah wakafnya sendiri tanpa ada 
transparnsi dengan pihak kami. 
8 Katanya ada tanah wakaf yang 
dikelola sendiri pak? 
Iya ada dua mas, tapi satunya belum 
disertifikatkan 
9 Yang sudah bersertifikat punya 
siapa pak? 
H. Naim mas 
10 Lha itu dikelola sendiri mulai 
kapan pak? 
Tahun 1992 mas, bahkan pada 1994 pak 
naim waktu rapat usul untuk dikelola 
sendiri. 
11 Bagaimana pendistribusian hasil 
pengelolaan wakaf oleh wakif? 
Ikrar dari wakif 50% untuk madrasah dan 
50% untuk masjid, kita hanya menerima 
uangnya tanpa mengetahui berapa jumlah 
uang sewa yang didapat pertahunnya. 
12 Bagaimana ikrar peruntukan 
harta wakaf? Dan untuk siapa ? 
Ya 50% untuk masjid dan 50% untuk 
madrasah 
13 Berapa jumlah hasil harta wakaf 
yang diberikan untuk madrasah? 
Kami tidak mengetahui jelas karena 
kasus tersebut sudah lama terjadi dan 
sampai sekarang pun masih seperti itu, 
catatan sudah hilang dan baru-baru ini 
baru dicatat. 
 
Narasumber, 
 
(Adib Luthfi) 
DATA WAWANCARA 
Narasumber  : H. Naim ( wakif) 
Waktu   : Minggu, 27 November 2016 09.00 – 10.00 WIB 
Tempat  : Rumah Bapak H. Naim 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Apa benar mengelola tanah wakaf bapak 
sendiri? 
Iya mas 
2 Bapak mengelola sendiri tanah wakaf 
tersebut atau bagaimana pak? 
Tidak mas, sudah nggak kuat 
tenaganya. Saya sewakan mas. 
2 Berapa hasil sewa tanah wakaf tahun-
tahun sebelumnya? Dan tahun 2016? 
Tahun 2016 ini dapat Rp. 
10.000.000. pada tahun 
sebelumnya kurang lebih 
8.000.000 
4 Bagaimana pendistribusian hasil wakaf ? lansung saya berikan ke 
bendahara madrasah, dan yang 
masjid saya bawa, saya kan 
bendahara masjid mas. 
5 Berapa jumlah uang yang diperuntukkan 
untuk madrasah dan berapa juga untuk 
masjid? 
Ya seperti itu mas, saya bagi dua 
uangnya. Separo untuk masjid 
dan separo untuk madrasah. 50% 
untuk masjid dan 50% untuk 
madrasah. 
6 Berarti 5.000.000 juta untuk madrasah 
dan 5000.000 untuk masjid pak? 
Iya mas 
7 Apakah setiap tahunnya jumlah uang 
yang diperoleh dari hasil lelang tanah 
wakaf sama? Selama bapak mengelola 
harta wakaf 
Tidak mas, sesuai jumlah harga 
sewa tanahnya. Tahun ini paling 
banyak mas.  
8 Kenapa bapak mengelola sendiri tanah 
wakafnya? 
Karena kurang percaya dengan 
yayasan, saya juga dapat saran 
dari sesepuh mas, disarankan 
mengelola sendiri. Salah satunya 
ketua yayasan sebelum pak asrori 
mas. 
 
Narasumber, 
 
(H. Naim) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATA WAWANCARA 
Narasumber  : Ibu Alif Chasanah (Bendahara sekolah) 
Waktu   : Jum’at, 02 Desember 2016 Pukul 16.00 WIB 
Tempat  : Rumah Ibu Alif Chasanah 
No Pertanyaan Jawaban 
1 Benarkah madrasah menerima 
sumbangan dari hasil wakaf di yayasan 
Al-Muttaqin? 
Benar 
2 Apa bentuk dari sumbangan harta 
wakaf tersebut?  
Berupa barang mas, seperti 
subsidi untuk madrasah, sesuai 
kebutuhan madrasah, seperti 
seragam siswa baru, study tour, 
dan lain-lain yang tidak 
diperbolehkan menggunakan uang 
BOS. Tapi ada yang lansung 
memberi uang mas 
3 Siapa bu? Pak haji Naim mas, jadi setiap 
tahun pak naim memberi uang 
hasil sewa tanah wakaf  mas. 
4 Seingat ibu, berapa uang yang diterima 
madrasah dari pak naim bu? 
Kemarin bulan oktober diberi 
3000.000 mas sama pak naim 
5 Kalau tahun-tahun sebelumnya bu? Kalu sebelumnya, rata-rata 3 
jutaan mas, tapi pernah 4  juta mas 
 
Narasumber, 
 
(Alif Chasanah) 
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